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Keberimbangan Berita Pelanggaran Pemilu 
Legislatif 2014 di Harian Kompas 




 Indonesia baru saja mengadakan pesta demokrasi setiap lima 
tahun yaitu Pemilihan Umum Legislatif (Pileg)  pada tanggal 9 April 2014, 
sebagai perwujudan dari proses demokrasi. Peran media dalam pemilu 
sangatlah penting, mengingat media massa berfungsi sebagai penyedia 
informasi yang dibutuhkan masyarakat, agar dapat menentukan pilihannya 
dengan baik. Untuk itu diperlukan independensi media, dan salah satu 
indikatornya adalah keberimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keberimbangan berita pelanggaran Pileg 2014 dalam 
halaman khusus “Indonesia Satu” periode pemberitaan tanggal 1 Januari 
– 12 April 2014 di Harian Kompas. 
 Aspek keberimbangan berita di Harian Kompas ini diukur dari tiga 
kategori yakni source bias, slant, dan representasi pro-kontra (Rahayu, 
2006). Kategori source bias diukur dari adanya dua sisi narasumber yang 
berbeda pendapat atau saling berseteru. Slant diukur dari adanya 
penilaian positif atau penilaian negatif dari pihak media (wartawan, editor). 
Kategori representasi pro-kontra dilihat dari jumlah alinea yang diberikan 
kepada pihak yang pro dan pihak yang kontra. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya 31 berita pelanggaran 
pemilu selama periode 1 Januari – 12 April 2014. Keberimbangan berita 
dari kategori source bias menunjukkan bahwa hanya 32% berita 
menampilkan narasumber dua sisi, sedangkan 68% menampilkan satu 
sisi narasumber. Keberimbangan dari kategori slant menunjukkan bahwa 
84% berita tidak mengandung penilaian wartawan. Keberimbangan dilihat 
dari representasi pro-kontra menunjukkan 90% dari berita memberikan 
porsi yang tidak sama. Dari 31 berita pelanggaran Pileg 2014, paling 
banyak (58,07%) termasuk dalam kategori cukup berimbang. 
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The Balance of News on Violations of Legislative Election  
in Kompas Daily Newspaper 





Indonesia recently held General Election for Legislative Members 
(Pileg 2014) on April 9, 2014, as a manifestation of the democratic 
process. The role of the media in General Election is very important, since 
it’s function as a provider of public information, needed in order to 
determine their vote well. It requires the independence of the media and 
one of the indicator is the balance. This study was aimed to determine the 
balance of news on violations of Indonesian 2014 legislative election in 
Kompas daily newspaper (“Indonesia Satu” column) period of January 1, 
2014 to April 12, 2014. 
 Aspects of balance of the news was measured in three categories 
of sources i.e: bias, slant, and the representation of the pro and contra 
(Rahayu, 2006). Source bias categories were measured by the existence 
of cover both sides reporting. Slant categories were measured by the 
existence of positive or negative assessment of the media (reporters, 
editors). And the categories of representation of pro and contra were 
measured by the paragraph amount given to the pro and contra. 
 The result of this study showed 31 electoral violations news during 
the period of January 1,2014 to April 12, 2014. The balance of the news of 
the source bias categories indicate 32% of news featuring two side 
sources, while 68% showed one side sources. The balance of the slant 
categories indicate that 84% of the news did not contain positive or 
negative opinion of the journalists. The balance of pro and contra 
representations showed 90% of the news give unequal portions. From the 
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1.1. Latar Belakang 
Indonesia baru saja mengadakan pesta demokrasi yang rutin 
diadakan setiap lima tahun sekali yaitu Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 
2014, yang jatuh pada tanggal 9 April 2014 yang lalu. Pemilu adalah 
arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan 
yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang telah 
memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai 
politik. Tetapi yang paling utama adalah partai politik. Setiap partai 
mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat 
(Pamungkas, 2009:3). 
Fungsi pemilu sendiri adalah sebagai sarana perwujudan 
kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, 
berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UU 
no 8 tahun 2012). 
Maka dari itulah arti diadakannya pemilu setiap tahun menjadi 
sangat penting bagi proses demokrasi sebuah negara. Melalui pemilu 
warga negara dapat menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan 
rakyat, dimana rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang 
diharapkan akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Warga 
negara dapat mengekspresikan hak-hak dasar mereka secara bebas, 
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termasuk di dalamnya hak menyatakan pendapat dan hak berkumpul dan 
berserikat. Melalui pemilu dapat terbentuk pemerintahan yang mempunyai 
legitimasi (pengakuan dari rakyat). Tanpa pemilu maka pemerintahan 
hanya mewakili kepentingan elit saja. Melalui pemilu dapat dilakukan 
pendidikan politik kepada semua warga, karena dalam pemilu warga 
negara dididik untuk memahami hak-hak dasarnya sekaligus tanggung 
jawab sosialnya sebagai warga negara. Warga negara juga akan terbiasa 
menerima perbedaan kepentingan, sehingga setiap kali terjadi perbedaan 
kepentingan tidak menimbulkan ancaman bagi keutuhan negara (Imawan, 
2004:17). 
Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang 
berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip 
demokrasi yang penting adalah adanya Pemilu yang bebas sebagai 
perwujudan nyata kedaulatan rakyat atas keberlangsungan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Kenyataan menunjukkan bahwa membumikan 
ide yang mulia tersebut tidaklah semudah mengucapkannya. Ada 
beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pemilu benar-benar 
menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan 
sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah: tersedianya 
aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya 
penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan 
aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak 
(Junaidi, 2008:13). 
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Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 ini  mempunyai makna 
penting bagi proses konsolidasi politik di Indonesia. Ada beberapa alasan 
dapat diajukan yang antara lain: kesatu, pemilu tahun 2014 adalah pemilu 
ketiga dalam era reformasi yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan yang 
independen sehingga seharusnya kualitas penyelenggaraan akan lebih 
baik dibandingkan dengan pemilu 2004 dan 2009; kedua, 
penyelenggaraan pemilu dilengkapi oleh badan pengawas yang juga 
bersifat tetap dan independen untuk memastikan agar pemilu 
dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu, yaitu: langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil; ketiga, ada civil societies yang secara khusus 
mengabdikan waktunya agar proses penyelenggaraan pemilu obyektif, 
berkualitas dan secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan kedaulatan 
rakyat. 
Namun tidak bisa dihindari, dalam setiap penyelenggaraan pemilu 
seringkali muncul persoalan atau perkara pemilu. Persoalan-persoalan 
tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara, dalam 
hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti keputusan/kebijakan yang 
dikeluarkan tidak transparan, kekurangcermatan dalam menghitung dan 
sebagainya (Junaidi, 2008:3). Persoalan juga muncul karena adanya 
penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta pemilu, 
seperti pemalsuan identitas, money politik, dan sebagainya. Persoalan-
persoalan tersebut apabila dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme 
penyelesaian (mekanisme hukum) yang jelas dan tegas, bukan hanya 
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dapat mengganggu kelancaran/kesuksedan pemilu, tetapi akan 
mengakibatkan rendahnya kredibilitas dan legitimasi pemilu. Hingga pada 
gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konsitusional 
para peserta pemilu dan masyarakat pada umumnya. 
Begitu juga dengan Pileg 2014 yang baru berlalu. Pada Pileg ini 
tercatat jumlah pelanggaran di seluruh Indonesia sebanyak 9.553. Jumlah 
ini hasil temuan dan pelaporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 
seluruh jajarannya (Rumahpemilu.org, 2014). Berdasarkan kajian 
pengawas pemilu sebesar 7.520 kasus direkomendasikan sebagai 
dugaan pelanggaran. Pelanggaran terbesar pemilihan anggota DPR, 
DPD, dan DPRD itu adalah pelanggaran administrasi sebanyak 7.296 
pelanggaran. Pelanggaran pidana sebanyak 186 kasus. Sementara 
pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu sebesar 38 
pelanggaran. 
Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan 
maupun karena kelalaian. Pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh 
banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk 
menjadi pelaku pelanggaran pemilu. adapun jenis-jenis pelanggaran Pileg 
menurut UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 
pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana, dan 
sengketa pemilu. 
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Kasus pelanggaran yang terjadi saat Pileg 2014 akan dengan cepat 
sampai kepada masyarakat luas karena adanya peran serta media 
massa. Peran media dalam demokrasi, terutama saat pemilu sangat 
sentral. Demokrasi tidak akan eksis tanpa jurnalisme (media massa) politik 
yang baik (Kovac dalam Masduki, 2004:78). 
Dalam Pemilu, jurnalisme sudah seharusnya menyajikan fakta-fakta 
dan informasi independen tentang peristiwa dan isu-isu yang akan 
menjadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan. Tujuan 
paling penting bagi jurnalisme adalah menyediakan informasi yang 
dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri 
sendiri. Untuk itu independensi media sangatlah penting. Independen dari 
otoritas politik, otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal. 
Loyalitas jurnalis semestinya bukan loyalitas pada pemilik media tetapi 
loyalitas kepada warga negara (Masduki, 2004:78). 
Seharusnya masalah objektivitas, keberimbangan, netralitas, 
maupun independensi media sudah menjadi hal yang mutlak karena telah 
diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU no 12 tahun 
2003 tentang pemilihan umum anggota legislatif dicantumkan bahwa 
media massa harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta 
pemilu. Bab VII mengenai kampanye pasal 73 ayat (1) UU ini 
menyebutkan bahwa media elektronik dan media cetak memberikan 
kesempatan yang sama kepada para peserta pemilu untuk 
menyampaikan tema dan materi kampanye. Sedangkan ayat (2) pasal ini 
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berbunyi, media elektronik dan media cetak wajib memberikan 
kesempatan yang sama kepada peserta Pemilu untuk memasang iklan 
dalam rangka kampanye. 
Para wartawan juga sudah seharusnya membuat sebuah berita 
yang berimbang seperti yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dewan 
Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat 
Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik 
Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers (dewanpers.or.id, 2011). Di 
dalam kode etik jurnalistik pasal 1 dijelaskan bahwa wartawan Indonesia 
harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, 
dan tidak beritikad buruk. Perihal wartawan harus berimbang juga terdapat 
dalam pasal 3 yang berbunyi wartawan Indonesia selalu menguji 
informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta 
dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak 
bersalah.    
Namun kode etik jurnalistik yang mengharuskan wartawan 
Indonesia harus bersikap independen dan menulis berita secara 
berimbang sering berbenturan dengan kepentingan pemilik modal media 
tersebut. Saat ini sudah menjadi hal yang biasa ketika para pemilik media 
menggunakan medianya sebagai alat untuk menyampaikan kepentingan-
kepentingannya melalui tayangan berita ataupun iklan. Hasil observasi 
terhadap media telah dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Pemantau 
Regulasi Media dan Regulator Media (PR2MEDIA), Remotivi, dan 
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Masyarakat Peduli Media (MPM) menunjukkan betapa media kini menjadi 
alat politik (Siregar, 2014). Menurut Remotivi, eksploitasi ruang redaksi 
untuk kepentingan politik, paling nyata terjadi di Metro TV. Surya Paloh, 
sebagai pemilik modal Metro TV, paling banyak diberitakan. Dari total 
durasi tayang selama kurun waktu menjelang Pileg 2014, 43,6 persen di 
antaranya memberi porsi kepada Nasdem dan  Surya Paloh tampil secara 
visual dan berbicara di layar. MPM menyatakan bahwa berita di TV One 
lebih banyak menyebut Partai Golkar dan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai 
calon presiden dibandingkan dengan calon dan parpol lainnya. 
Sedangkan MNC Grup juga memberikan porsi yang besar kepada Hary 
Tanoesoedibjo (HT) selama masa menjelang Pileg 2014 tersebut. 
Hal ini juga menjadi sebuah pelanggaran karena menyalahi 
ketentuan yang telah diatur dalam UU no 8 tahun 2012. Dalam pasal 97 
poin satu (1) disebutkan bahwa batas maksimum pemasangan iklan 
televisi untuk setiap peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 
(sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik setiap stasiun 
televisi setiap hari selama masa Kampanye Pemilu. Remotivi 
memperlihatkan, TV One memberikan 152 spot iklan bagi ARB pada 
November 2013 silam. Sementara itu di RCTI, Wiranto dan Hary Tanoe 
beriklan sebanyak 66 kali ditambah kampanye dalam program kuis 
kebangsaan dengan tayangan sebanyak 14 kali selama 1-7 November 
2013. Menurut MPM, TV One dan Metro TV menyiarkan iklan politik 
pemilik beserta partainya dengan frekuensi tinggi. Iklan ARB rata-rata 
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tidak kurang dari 15 kali tayang per hari. Sementara itu Metro TV dengan 
Surya Paloh sebanyak 20 kali. 
Situasi seperti ini semakin memburuk pada masa sensitif seperti 
Pileg 2014 ini. Media dipolitisir dan dijadikan alat kampanye politik dan 
dapat mempengaruhi opini publik. Seperti yang kita tahu hampir semua 
media di Indonesia ini terafiliasi dengan partai politik. Meskipun ada media 
tidak terafiliasi dengan politik, media masih bisa mempunyai 
kecenderungan untuk mengarah kepada satu pandangan politik tertentu, 
dan ini dapat mempengaruhi keberimbangan serta netralitas dari media 
(Nugroho, 2012: 52). 
Penelitian ini ingin menyoroti Harian Kompas, yang merupakan 
bagian dari Kelompok Kompas Gramedia (KKG). KKG ini mempelopori 
konglomerasi di sektor media cetak pada tahun 1990 dan saat ini KKG 
sendiri telah memiliki beberapa anak perusahaan. Harian Kompas sendiri 
telah menjadi salah satu koran yang berintegritas tinggi serta dikenal 
objektif dalam setiap pemberitaannya. Objektivitas Harian Kompas dinilai 
baik oleh banyak kalangan. Harian Kompas pernah mendapatkan 
penghargaan “Adam Malik Award” pada 2012 yang lalu sebagai apresiasi 
terhadap keaktifannya dalam memberitakan informasi dan keberimbangan 
pemberitaan, serta kesesuaian data dan fakta (Detik.com, 2012). 
Pernyataan mantan wakil Presiden periode 2004-2009, Jusuf Kalla, saat 
ulang tahun Harian Kompas yang ke 50, pada 2013 silam, menguatkan 
pandangan tentang objektivitas dari Harian Kompas. Dalam pidatonya 
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Jusuf Kalla menyampaikan, “50 tahunnya itu sangat hebat. Artinya, 
bagaimana Kompas memberikan informasi yang obyektif, aktual, dan 
sebagainya selama 50 tahun dan tetap berada dalam situasi itu” 
(Kompas.com, 2013). 
Selain itu hasil penelitian oleh tiga lembaga,  Pemantau Regulasi 
dan Regulator Media (PR2MEDIA), Remotivi, dan Masyarakat Peduli 
Media (MPM),  menunjukkan bahwa Kompas merupakan surat kabar yang 
netral (Siregar, 2014). Dalam penelitiannya PR2MEDIA mengukur 
netralitas media dengan melihat ada tidaknya unsur sensasionalisme, dan 
hasilnya pada Kompas adalah 12,5 persen (hasil dari objek lain: Sindo 
25,71 persen, Kompas.com 13,6 persen, Okezone.com 15,46 persen, dan 
RCTI 11,40 persen). Dari tingkat akurasi pemberitaan, Kompas 
memperoleh hasil sempurna yaitu 100 persen (hasil objek lain: Sindo 
91,43 persen, Kompas.com 97,6 persen, Okezone.com 88,66 persen, dan 
RCTI 85,7 persen). Kemudian untuk keberimbangan – melihat kesan 
positif/negatif terhadap pemilik atau pihak tertentu – Kompas 80 persen, 
Sindo 77,14 persen, Kompas.com 64 persen, Okezone 39,18 persen, dan 
RCTI 50 persen. 
Namun, sesuai yang dikatakan oleh Nugroho diatas, walaupun 
Kompas sendiri tidak terafiliasi dengan politik, tetap dapat mempunyai 
kecenderungan untuk mengarah pada satu pandangan politik tertentu. 
Melalui penelitian ini akan dibuktikan ada tidaknya  keberimbangan 
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pemberitaan di Harian Kompas dalam memberitakan sebuah peristiwa, 
dalam hal ini kasus pelanggaran Pemilu Legislatif 2014. 
 
1.2. Rumusan Permasalahan 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana 
keberimbangan pemberitaan tentang Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 
di Harian Kompas?” 
1.3. Tujuan Penelitian 
Mengetahui keberimbangan pemberitaan tentang Pelanggaran 
Pemilu Legislatif 2014 di Harian Kompas. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat Teoritis: memberi sumbangan terhadap pengembangan 
ilmu komunikasi khususnya di bidang penulisan berita. Penelitian ini juga 
dapat dimanfaatkan untuk menjadi referensi pada penelitian sejenis di 
masa yang akan datang. 
Manfaat Praktis: memberi informasi kepada masyarakat tentang 
fungsi surat kabar harian sebagai media massa. Penelitian dapat 
digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memilih media yang tepat 











2.1. Penelitian Terdahulu 
Penulis menyertakan  dua penelitian lain yang membahas 
mengenai keberimbangan pemberitaan. Penelitian tersebut disajikan 
dalam tabel 2.1. 
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Metode Analisis isi Analisis isi 
Hasil Adanya 
keberimbangan di SKH 
Media Indonesia dalam 
memberitakan kasus 
Wisma Atlet. Namun 
tidak semua unsur 
keberimbangan 
dipenuhi oleh SKH 
Media Indonesia 
Dari enam kategori 








sebesar 89%. Namun, 
ditemukan 
pelanggaran yang 







Yang menjadi objek 







Jenis media yang akan 








Dari kedua penelitian terdahulu di atas, nampak bahwa media (baik 
SKH MEDIA INDONESIA maupun TRIBUN JOGJA) memberitakan suatu 
hal dengan berimbang, meskipun dengan beberapa catatan.  Oleh karena 
itu dalam penelitian ini ingin penulis buktikan apakah dalam pemberitaan 
seputar pemilu legislatif, Harian Kompas juga memberitakannya dengan 
cara berimbang. Pembeda dengan penelitian ini adalah tema yang 
diangkat yaitu seputar pelanggaran Pileg 2014, bukan mengenai kasus 
korupsi. 
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2.2. Teori Tanggung Jawab Sosial  
 Dikenal ada empat teori pers dalam dunia media massa, yaitu (1) 
Teori Pers Otoriter, (2) Teori Libertarian, (3) Teori Tanggung Jawab 
Sosial, dan (4) Teori Soviet Totalitarian. Keempat teori ini berhubungan 
erat dengan perkembangan masyarakat pada saat dan tempat tertentu 
(Ardianto, 2005:149). Teori Pers Otoriter muncul dan berkembang sejalan 
dengan sistem pemerintahan negara yang bersifat otoriter pada abad 16  
di Inggris. Teori libertarianisme muncul sebagai reaksi penolakan terhadap 
paham otoriterisme pada akhir abad ke-17. Teori pers ini dipraktikkan di 
Inggris setelah tahun 1668, kemudian menyeberang ke Amerika Serikat 
bahkan ke seluruh dunia. Teori tanggung jawab sosial dikembangkan 
khusus di Amerika Serikat pada abad ke-20 sebagai bentuk protes 
terhadap kebebasan yang mutlak dari teori libertarian yang telah 
menyebabkan kemerosotan masyarakat. Sedangkan Teori Soviet 
Totalitarian lahir karena ajaran Marxisme, Leninisme, Stalinisme, dan 
pembauran pikiran-pikiran Hegel dengan cara berpikir Rusia abad 19 
(Ardianto, 2005:150-152). 
 Teori yang dianut oleh media massa di Indonesia adalah Teori 
tanggung jawab sosial. Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa 
kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan, dan pers yang 
menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis, 
berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang hakiki.  
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Dilema yang muncul atas kebebasan mencari kebenaran dalam 
teori liberal menjadikan munculnya teori tanggung jawab sosial. Dalam 
teori ini media tidak bisa hanya bebas mengemukakan pendapat dan 
bebas mencari kebenaran, namun harus ada tanggung jawab sosial. 
Karena apa yang disampaikan melalui media selalu memiliki efek atau 
dampak terhadap masyarakat. Konsep tanggung jawab media atau pers 
senantiasa digandengkan dengan kata sosial yang berupaya 
menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk 
mengabdi terhadap kepentingan masyarakat (Triyono, 2013:198). 
Namun demikian, tanggung jawab media dalam teori tanggung 
jawab sosial bisa jadi sulit untuk dioperasionalkan. Rumitnya tarik ulur 
antara kepentingan pemerintah dan pemilik atau para jurnalis yang 
bergerak dalam media bersangkutan menjadi sebab utama. Oleh karena 
itu, sistem ini berada di ambang kesemuan antara sistem otoriter dan 
libertarian. Maksudnya, jika pemerintah ikut campur dalam merumuskan 
fungsi, tugas dan wewenang media sebagai ekspresi tanggung jawabnya, 
maka sistem ini menyerupai otoritarian. Sebaliknya, jika para jurnalis dan 
media itu sendiri yang merumuskannya secara mandiri, maka sistem itu 
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2.3. Komunikasi Massa 
Definisi Komunikasi Massa yang diusung oleh para ahli komunikasi 
lebih menekankan pentingnya sebuah alat atau media massa di dalam 
komunikasi massa, sehingga sering diartikan komunikasi media massa. 
Menurut Effendy (1986), komunikasi massa didefinisikan sebagai 
komunikasi melalui media massa – merupakan singkatan dari komunikasi 
media massa (mass media communication). 
Pengertian komunikasi massa dipengaruhi oleh kemampuan media 
massa untuk membuat produksi massal dan menjangkau khalayak dalam 
jumlah besar (Mc Quail, 1992:33). Fungsi dari komunikasi massa sendiri 
terdiri dari surveillance (pengawasan), interpretation (penafsiran), linkage 
(keterkaitan), transmission of values (penyebaran nilai), dan entertainment 
(hiburan) (Dominick dalam Ardianto, 2005:15), yang dijelaskan sebagai 
berikut: 
a) Surveillance (Pengawasan) 
Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam dua 
bentuk utama yaitu warning or beware surveillance 
(pengawasan peringatan) dan instrumental surveillance 
(pengawasan instrumental). 
Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa 
menginformasikan ancaman bencana alam, inflasi, atau adanya 
serangan militer. Fungsi pengawasan instrumental adalah 
penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki 
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kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan 
sehari-hari, contohnya informasi saham di bursa efek, mode, 
resep masakan, dan lain sebagainya. 
b) Interpretation (Penafsiran) 
Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. 
Media massa tidak hanya memasok data dan fakta, tetapi juga 
memberi penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. 
Organisasi atau industri media memilih dan memutuskan 
peristiwa yang dimuat atau ditayangkan. 
Contoh nyata penafsiran media dapat dilihat pada halaman 
tajuk rencana (editorial) surat kabar. Penafsiran ini berbentuk 
komentar atau opini yang ditujukan kepada khalayak pembaca, 
serta dilengkapi perspektif (sudut pandang) terhadap berita 
yang disajikan pada halaman lainnya. 
c) Linkage (Pertalian) 
Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang 
beragam, sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan 
kepentingan dan minat yang sama tentang suatu topik 
pemberitaan. Contoh kasus di Indonesia adalah kasus Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004 silam, yang 
sebelumnya menjabat sebagai Menko Polkam dalam jajaran 
Kabinet Gotong Royong Presiden Megawati Soekarnoputri. 
Ketika beliau jarang diajak rapat kabinet dan kemudian 
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mengundurkan diri, maka tayangan beritanya di televisi, radio 
siaran, dan surat kabar telah menaikkan pamor Partai 
Demokrat yang mencalonkan SBY sebagai Presiden. Dalam 
pemilu 2004, perolehan suara Partai Demokrat mencuat dan 
mengalahkan partai besar, seperti Partai Amanat Nasional 
(PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Masyarakat yang 
tersebar telah dipertalikan oleh media massa untuk memilih 
Partai Demokrat. Kelompok-kelompok yang memiliki 
kepentingan yang sama tetapi terpisah secara geografis 
dipertalikan oleh media. 
d) Transmission of values (Penyebaran Nilai-Nilai) 
Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut 
sosialization (sosialisasi). Sosialisasi mengacu kepada cara, di 
mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media 
massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, 
didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada 
kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan 
mereka. Dengan perkataan lain, media mewakili kita dengan 
model peran yang kita amati dan harapan untuk menirunya. 
e) Entertaintment (Hiburan) 
Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataannya hampir semua 
media menjalankan fungsi hiburan. Televisi adalah media 
massa yang mengutamakan sajian hiburan, hampir tiga 
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perempat bentuk siaran televisi setiap hari merupakan 
tayangan hiburan. Begitu pun dengan radio siaran yang dimuati 
acara hiburan. Tetapi ada juga televisi dan radio siaran yang 
memuat 100 persen berita. Melalui berbagai macam program 
acara yang ditayangkan televisi, khalayak dapat memperoleh 
hiburan yang dikehendaki. Sementara itu surat kabar dapat 
melakukan hal tersebut dengan memuat cerpen, komik, TTS, 
dan berita yang mengandung tema kemanusiaan. 
 
2.4. Surat Kabar 
Surat kabar mempunyai definisi sebagai kesatuan antara bentuk 
konfigurasi atau pola dan isi, lebih dari sekedar memberikan bentuk dalam 
arti tata wajah, namun memberikan konfigurasi atau kerangka acuan yang 
mengandung seuntai nilai-nilai. Nilai tersebut akan membangun visi 
(kerangka pandangan) yang menjadi kacamata bagaimana wartawan 
melihat suatu kejadian, memberikan makna atau melewatkan tekanan 
pada kejadian tersebut (Siegel dalam Jacob Oetama, 1987:6). 
Surat kabar pun telah menjadi salah satu legenda klasik dalam 
komunikasi massa karena merupakan media komunikasi massa yang 
telah ada sejak zaman dahulu. Semenjak zaman Julius Caesar berkuasa, 
di Roma telah diterbitkan ”Acta Diurna” yang berisi hal-hal bersifat 
informatif dan melayani masyarakat (Kawuryan, 2003:9). Pada masa 
selanjutnya dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, 
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perkembangan surat kabar menjadi sangat pesat dan mengalami revolusi 
peran, dari hanya memberi informasi menjadi sebuah komoditi yang 
bernilai jual dan bersifat komersial. 
Komersialiasi surat kabar rupanya telah menjadi tonggak penting 
dalam sejarah komunikasi (McQuail, 1992). Semenjak bersifat komersial, 
surat kabar tidak hanya menjadi corong bagi para pemegang kekuasaan, 
namun juga menjadi pelayan masyarakat. Maka tidak mengherankan bila 
surat kabar sering berbenturan kepentingannya dengan pemerintah. 
Dari empat fungsi media massa (informasi, edukasi, hiburan, dan 
persuasif), fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah informasi 
(Ardianto, 2005:104). Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak 
membaca surat kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang 
terjadi di sekitarnya. Karena sebagian rubrik surat kabar terdiri dari 
berbagai jenis berita. Namun demikian, fungsi hiburan surat kabar pun 
tidak terabaikan karena tersedianya rubrik artikel ringan, feature (laporan 
perjalanan, laporan tentang profil seseorang yang unik), rubrik cerita 
bergambar atau komik, serta cerita bersambung. Begitu pula dengan 
fungsinya mendidik dan mempengaruhi akan ditemukan pada artikel 
ilmiah, tajuk rencana atau editorial dan rubrik opini. Fungsi pers, 
khususnya surat kabar pada perkembangannya bertambah, yakni sebagai 
alat kontrol sosial yang konstruktif. 
Surat kabar juga mempunyai karateristik (Ardianto, 2005: 104-106), 
yaitu: 




Publisitas atau publicity adalah penyebaran informasi/berita 
pada publik atau khalayak. 
2. Periodesitas 
Periodesitas merujuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, 
mingguan, atau dwi mingguan. 
3. Universalitas 
Karakteristik ini merujuk pada kesemestaan isinya, yang 
beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian isi 
surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, 
seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, 
pendidikan, dan lain-lain. 
4. Aktualitas 
Menurut kata asalnya, aktualitas berarti “kini” dan “keadaan 
sebenarnya”. Kedua istilah itu erat kaitannya dengan berita, 
karena definisi berita adalah laporan tercepat mengenai 
fakta atau opini yang penting atau menarik minat, atau 
keduanya. 
5. Terdokumentasikan 
Dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk 
berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa 
diantaranya dianggap penting oleh pihak-pihak tertentu lalu 
diarsipkan atau dibuat kliping. 
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2.5. Keberimbangan Berita 
Konsep keberimbangan terkandung dalam kerangka besar 
Objektivitas (Objetivity) yang dikemukakan oleh Wester Stahl dalam 
McQuail,1992:196. Dari tema Objektivitas terbagi menjadi dua dimensi 
yaitu Imparsialitas dan Faktualitas. 
Dimensi Faktualitas diturunkan menjadi subdimensi Kebenaran dan 
Relevansi yang kemudian diturunkan menjadi beberapa indikator 
(McQuail,1992:196) sebagai berikut: 
a. Sub dimensi Kebenaran 
Sifat Fakta (Factualness), dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Fakta sosiologis adalah berita yang bahan bakunya berupa 
peristiwa atau kejadian nyata atau faktual. 
2. Fakta Psikologis adalah berita yang bahan bakunya berupa 
interpretasi subjektif (pernyataan atau opini) terhadap 
kejadian atau gagasan. 
Dalam menyajikan fakta dibutuhkan akurasi. Yang dimaksud 
dengan akurasi adalah kecermatan atau ketepatan fakta yang 
diberitakan dengan melakukan check and rechek, yakni 
mengkonfirmasi atau menguji kebenaran dan ketepatan fakta 
kepada subjek, objek atau saksi berita sebelum disajikan. 
Akurasi di sini dapat dilihat dari bagaimana cara penulis 
menceritakan kronologis peristiwa, apabila dalam berita 
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tersebut penulis mengajukan nama beberapa saksi yang 
digunakan sebagai sumber berita, maka berita tersebut akurat. 
b. Sub Dimensi Relevansi 
Relevansi dengan standar jurnalistik adalah relevansi aspek-
aspek dan fakta dalam berita dengan indikator kelayakan berita 
(newsworthiness), yaitu significance (kepentingan), magnitude, 
prominence, timeliness, dan proximity (geografis dan 
psikografis). 
Dari dimensi Imparsialitas terbagi menjadi dua yaitu 
Keberimbangan dan Netralitas. Aspek balance (keberimbangan) merujuk 
pada masalah seleksi fakta yang berkaitan dengan cara pandang nilai dan 
ekspresi yang ditunjukkan oleh pihak-pihak sebagai fakta. Adapun 
pemberitaan yang berimbang dapat dilihat dengan berbagai cara yang 
terutama tergantung pada jumlah, relevansi dan status pihak yang terlibat 
dalam suatu isu atau peristiwa (McQuail, 1992: 201). Berita yang 
berimbang adalah berita yang menampilkan semua sisi, tidak 
menghilangkan (omission) dan menyeleksi sisi tertentu untuk diberitakan 
(Eriyanto, 2011:195). 
Ada dua jenis balance, yakni internal balance dan external balance. 
Internal balance melihat keberimbangan berita dalam sebuah teks berita, 
sedangkan external balance melihat keberimbangan dalam beberapa item 
atau program berita dalam satu jenis media (Rahayu, 2006:22). Penelitian 
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ini lebih memfokuskan pada aspek internal balance dengan melihat 
keberimbangan dalam sebuah teks berita. 
Rahayu (2006:22-23) berdasarkan konsep McQuail (1992) telah 
membuat operasionalisasi pengukuran keberimbangan. Ada tiga indikator 
yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberimbangan berita. Pertama 
adalah source bias. Aspek source bias dalam keberimbangan dilihat dari 
ketidak-seimbangan sumber berita yang dikutip dalam peliputan. 
Seharusnya, sumber berita yang dikutip memiliki tingkat atau derajat yang 
sama. Absennya salah satu sumber dalam berita akan membuat 
keberimbangan berita akan berkurang.  
Indikator kedua adalah Slant yang merupakan kecenderungan 
media (wartawan, editor) yang memberikan kritikan atau pujian secara 
spesifik dalam pemberitaan. Kritik atau pujian dapat dilihat sebagai bentuk 
kecondongan media terhadap nilai-nilai tertentu. Ada atau tidaknya 
penilaian item positif dan negatif yang ditemukan dalam sebuah berita 
dapat kemudian diperbandingkan untuk menilai apakah berita tersebut 
ditampilkan secara berimbang. Berita akan menjadi berimbang bila tidak 
ada pujian atau kritikan yang berasal dari media itu sendiri (wartawan, 
editor).  
Indikator ketiga adalah representasi pro-kontra. Representasi pro–
kontra dapat dilihat melalui adanya kesamaan kesempatan atau ruang 
yang diberikan, bisa diukur melalui jumlah alinea yang memberita pihak 
yang pro dan pihak yang kontra. Seringkali ketidakseimbangan 
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pemberitaan terjadi pada berita-berita yang mengandung muatan pro atau 
kontra. Masing-masing pihak tentu memiliki pendapat dan argumentasinya 
yang dianggap benar. Tugas wartawan bukanlah mencari siapa yang 
benar atau siapa yang salah, melainkan menyajikan perbedaan pendapat 
tersebut secara apa adanya.  
Sub dimensi dari imparsialitas yang kedua adalah netralitas. Sub 
dimensi netralitas sering disamakan dengan ketidakberpihakan dalam 
pemberitaan. Namun, perbedaanya netralitas lebih berkaitan dengan 
aspek presentasi sebuah berita (McQuail, 1992:233). Netralitas terbagi 
menjadi dua, yaitu netralitas nonevaluatif dan netralitas nonsensasional. 
Netralitas non evaluatif sama halnya dengan ada tidaknya 
pencampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita. Kategori 
untuk ada tidaknya pencampuran opini adalah (Kriyantono, 2009:247) : 
a. Ada, jika terdapat kata-kata opinionative, seperti tampaknya, 
diperkirakan, seakan-akan, terkesan, diramalkan, dan 
lainnya. 
b. Tidak ada, jika tidak terdapat kata-kata opinionative. 
Netralitas sensasional mengangkat aspek sensasionalisme suatu 
pemberitaan. Sensasionalisme dapat diartikan sebagai sifat yang suka 
menimbulkan sensasi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang 
lain. Hal ini tidak dibenarkan dalam ranah jurnalistik yang menekankan 
pada objektivitas pemberitaan (McQuail, 1992:233). Netralitas 
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nonsensasional terbagi menjadi kesesuaian isi dengan judul dan 
dramatisasi. 
 
2.6. Pemilihan Umum 
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu metode politik atau 
cara warga memilih para wakil dan pemimpin mereka (Imawan, 2004:14). 
Pemilu akan diadakan untuk memilih kepala pemerintahan (eksekutif) dan 
memilih wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat (legislatif). 
Lembaga perwakilan rakyat dibagi dalam dua jenis yaitu, sistem 
dua kamar (bi-kameralisme) dan satu kamar (uni-kameralisme). Dalam 
sistem dua kamar, di samping memilih wakil rakyat di parlemen 
(DPR/DPRD), warga juga akan memilih wakilnya yang akan duduk di 
dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
Dalam pemilihan kepala pemerintahan, di beberapa negara seperti 
di Indonesia, menggunakan pemilihan secara langsung. Namun, ada juga 
negara yang kepala pemerintahannya dipilih oleh parlemen. Jadi di dunia 
ini ada tiga jenis praktik penyelenggaraan pemilu. Pertama, pemilu yang 
hanya memilih anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD). Kedua, 
pemilu yang memilih anggota lembaga perwakilan rakyat dan lembaga 
perwakilan daerah. Dan ketiga adalah praktik pemilu yang dilaksanakan di 
Indonesia yaitu pemilu yang memilih lembaga perwakilan rakyat, lembaga 
perwakilan daerah, dan kepala pemerintahan (Presiden). 
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Pemilu legislatif di Indonesia terbuka bagi siapa saja yang ingin 
mencalonkan diri menjadi wakil bagi rakyat. Sebagaimana telah diatur 
dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012, Pileg boleh diikuti oleh partai 
politik dan perseorangan. Disebutkan dalam UU nomor 8 tahun 2012, 
pada bab I pasal 26, bahwa para anggota parpol yang ikut serta dalam 
pileg nantinya akan bersaing mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, 
dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara calon independen akan bersaing 
untuk mendapatkan kursi di DPD. 
Setelah terdaftar sebagai peserta pemilu, parpol dan para kadernya 
dapat mengadakan kampanye untuk mempromosikan visi, misi, dan 
program-program yang akan dilakukan. Pelaksanaan kampanye dilakukan 
tiga hari setelah para calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta 
dan berakhir tiga hari sebelum hari pemungutan suara (UU no 8 tahun 
2012, Bab VIII ayat 1-3). Parpol yang nantinya memperoleh 3,5% (tiga 
koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional berhak ikut 
dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota. 
Pemilu merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan dan tak 
terpisahkan dalam kehidupan politik negara demokratis modern. Didalam 
bangsa yang matang demokrasinya pun pemilu mutlak diperlukan. Tetapi 
karena cenderung sering dilakukan, banyak warga yang tidak hadir, 
bahkan tidak mendaftar. Tetapi bagi bangsa yang dulu dijajah, yang telah 
mengalami kekecewaan dalam usahanya melembagakan kekuasaan 
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rakyat, masih menghayati pemilihan umum sebagai ritus massal, suatu 
perayaan kebersamaan yang bisa gagal dan mengecewakan, tetapi 
berpotensi juga menjadi langkah maju dalam melembagakan kedaulatan 
rakyat secara efektif dan lestari (Castles, 2004:2). 
 
2.7. Pelanggaran Pemilu 
Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, yang termasuk dalam pelanggaran 
pelaksanaan pemilu yang tercantum dalam bab XXI dan bersama dengan 
pasal-pasal yang menjadi bagian di dalamnya. Bunyi bab XXI adalah 
sebagai berikut: Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 
pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, 
sengketa tata usaha negara pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. 
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menurut pasal 251 
adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang 
berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas 
sebagai penyelenggara Pemilu. Sebagaimana yang juga diatur dalam 
peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2012, Badan 
Pengawas Pemilu Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2012, dan Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2012 
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Contoh pelanggaran 
kode etik adalah sebagai berikut: 
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1. Tidak netral dan memihak terhadap partai politik tertentu, 
calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu. 
2. Memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang 
atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan 
pada partai politik atau peserta pemilu tertentu. 
3. Menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, 
calon peserta pemilu, perusahaan atau individu yang dapat 
menimbulkan keuntungan dari keputusan penyelenggara 
pemilu. 
Pelanggaran administrasi Pemilu menurut pasal 253 adalah 
pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang 
berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan 
penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran 
kode etik penyelenggara Pemilu. Contoh pelanggaran administrasi dalam 
pemilu adalah sebagai berikut: 
1. Pasal 86 ayat 1 poin h tentang menggunakan fasilitas 
pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. 
2. Melanggar pasal 129 tentang dana kampanye pemilu 
Tindak pidana Pemilu menurut pasal 260 UU no 8 tahun 2012 
adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan 
tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
Contoh tindak pidana pemilu menurut pasal 86 ayat 1 adalah: 
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- Ayat 1 (c) : Menghina seseorang, agama, suku, ras, 
golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain; 
- Ayat 1 (f) : Mengancam untuk melakukan kekerasan atau 
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada 
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau 
peserta pemilu yang lain; 
- Ayat 1 (g) : Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga 
kampanye peserta pemilu. 
Sengketa pemilu menurut UU no 8 tahun 2012 pasal 257 adalah 
sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu 
dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 
Sengketa tata usaha negara Pemilu menurut UU no 8 tahun 2012 
pasal 268 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara 
Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD 
kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, 
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya 
keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota karena adanya 
pelanggaran oleh peserta Pemilu. 
Perselisihan hasil Pemilu seperti pada UU no 8 tahun pasal 271 
poin 1 dan 2 adalah sebagai berikut: 
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(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta 
Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara 
nasional.  
(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan 
perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta 
Pemilu.  
 Pelanggaran Pileg 2014 juga bisa terjadi apabila para peserta tidak 
mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang 
nomor 15 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Contoh pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye adalah sebagai 
berikut: 
- Partai Politik menampilkan gambar calon anggota legislatif 
dalam alat peraga kampanye. Ini berarti Parpol tersebut 
melanggar UU no 15 tahun 2013 Pasal 17 poin 1b yang 
berbunyi baliho atau papan reklame (billboard) hanya 
diperuntukkan bagi Partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu 
desa/ kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor 
dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, 
jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon 
Anggota DPR dan DPRD. 
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- Parpol menempatkan alat peraga kampanye pada sarana 
dan prasarana publik. Ini berarti parpol tersebut melanggar 
ketentuan yang diatur dalam UU no 15 tahun 2013 pasal 17 
poin 1a yang berbunyi alat peraga kampanye tidak 
ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat-
tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, 
lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan 
protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana 
publik, taman dan pepohonan. 
 
2.8. Kerangka Pemikiran 
Dalam memberitakan suatu kasus, media massa dituntut untuk 
selalu bersikap berimbang dengan memberikan informasi yang sesuai 
dengan realitasnya sehingga dapat memenuhi syarat isi media yang 
berkualitas (Rahayu, 2006:8). Hal ini juga harus dilakukan dalam 
memberitakan kasus pelanggaran Pileg 2014. Dalam pemberitaan 
pelanggaran pemilu, harian Kompas sudah seharusnya memperhatikan 
unsur keberimbangan karena di dalam sebuah kasus pelanggaran 
terdapat dua pihak yang saling bertentangan. 
Maka dari itu, keberimbangan berita pelanggaran Pileg 2014 di 
harian Kompas dapat dianalisis menggunakan metode analisis isi 
kuantitatif. Dengan teknik ini, penelitian akan berjalan dengan sistematis 
sehingga hasil yang diperoleh akan menjadi akurat dan tepat. Sedangkan 
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unit analisis yang dipakai dalam mengukur keberimbangan adalah 
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3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian mengenai keberimbangan berita pemilu legislatif 2014 
pada saat kampanye terbuka dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Ciri-ciri riset kuantitatif adalah sebagai berikut (Kriyantono, 
2009:56): 
a) Hubungan peneliti dan obyek penelitian jauh. Realitas harus 
terpisah di luar peneliti agar alat ukur yang digunakan dapat dijaga 
keobjektivannya. 
b) Riset bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis, mendukung atau 
menolak teori. Data hanya sebagai sarana konfirmasi teori atau 
teori dibuktikan dengan data. 
c) Riset dapat digeneralisasikan. Karena itu menuntut sampel yang 
representatif dari seluruh populasi, operasionalisasi konsep serta 
alat ukur yang valid dan reliabel. 
d) Prosedur riset rasional-empiris, artinya berangkat dari konsep-
konsep atau teori-teori yang melandasinya. Konsep atau teori inilah 
yang akan dibuktikan dengan data yang dikumpulkan di lapangan. 
Jenis penelitian ini adalah analisis isi deskriptif. Analisis isi deskriptif 
dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau 
suatu teks tertentu (Eriyanto, 2011:47). Desain analisis isi ini  tidak 
dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji 
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hubungan di antara variabel. Penelitian ini semata untuk deskripsi, 
menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan, dalam hal ini 
aspek keberimbangan berita pelanggaran Pileg 2014 di Harian Kompas. 
 
3.2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalam metode 
analisis isi kuantitatif. Secara umum analisis isi kuantitatif dapat 
didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk 
mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi 
(Eriyanto, 2011:15). Menurut para ahli, analisis isi adalah sebuah 
peringkasan (summarizing), kuantifikasi dari pesan yang didasarkan pada 
metode ilmiah (diantaranya objektif-intersubjektif, reliabel, valid, dapat 
digeneralisasikan, dapat direplikasi dan pengujian hipotesis) dan tidak 
dibatasi untuk jenis variabel tertentu atau konteks di mana pesan dibentuk 
dan ditampilkan (Neuendorf dalam Eriyanto, 2011:15). 
Dilihat dari sisi tujuan dari analisis isi menurut Wimmer dan 
Dominick dalam Bungin, 2004:236 adalah sebagai berikut : 
a. Menggambarkan isi komunikasi (describing communication content) 
Analisis isi berfungsi mengungkapkan kecenderungan yang ada 
pada sisi komunikasi, baik media cetak maupun elektronik. 
b. Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testing hypothesis of 
messages characteristics) 
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Sejumlah periset berusaha menghubungkan karakteristik tertentu 
dari komunikator (sumber) dengan karakteristik pesan yang 
dihasilkan. 
c. Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media 
content to the “real world”) 
Analisis isi digunakan untuk menguji apakah yang ada di media 
sesuai dengan situasi aktual yang ada di dunia nyata. 
d. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di 
masyarakat (assessing the image of particular groups in soceity) 
Sejumlah analisis isi memfokuskan dan mengungkap gambaran 
media mengenai kelompok minoritas tertentu. Misalnya penelitian 
mengenai masalah sosial tentang diskriminasi dan prasangka 
terhadap kelompok minoritas, agama, dan etnis tertentu. 
e. Mendukung studi efek media massa 
Dari kelima tujuan di atas, penelitian ini lebih mencari 
kecenderungan pada sisi komunikasi di media cetak. Peneliti 
menganggap bahwa analisis isi dapat mendeskripsikan keberimbangan 
berita yang disajikan oleh Harian Kompas dalam memberitakan hal-hal 
yang berkaitan dengan Pelanggaran Pileg 2014, selama masa kampanye 
terbuka. Dengan menyiapkan beberapa parameter, isi berita Harian 
Kompas dapat dibuktikan ada tidaknya keberimbangan pemberitaan 
tentang Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014. 
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3.3. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah semua anggota dari objek yang ingin kita ketahui 
isinya (Eriyanto, 2011:109). Populasi penelitian ini adalah semua berita 
mengenai Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014. Sedangkan populasi 
sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh berita pelanggaran di halaman 
khusus “Indonesia Satu” selama periode 1 Januari hingga 12 April 2014. 
Banyaknya berita di rentang waktu tersebut adalah 31 berita. Berikut 
adalah daftar judul artikel pada halaman khusus “Indonesia Satu” harian 
Kompas selama periode yang telah ditentukan (Tabel 3.1.). 
Tabel 3.1. Daftar Judul Berita Pelanggaran Pemilu Legislatif 
Periode 1Januari – 12 April 2014 dan 
Jenis Pelanggarannya 
 
No Tanggal Judul Jenis 
Pelanggaran 
1. 8 Januari 
2014 
Menjaga Media, Menjaga Pemilu Administrasi 
2. 16 Januari 
2014 
Empat Parpol Dilaporkan ke Bawaslu Tata cara 
kampanye 
3. 20 Januari 
2014 




4. 3 Maret 
2014 




5. 5 Maret 
2014 
KPU Jayawijaya Tidak Jalankan Tugas Kode Etik 
6. 13 Maret 
2014 
Kantor Partai Aceh Dilempar Granat Tindak 
Pidana 
7. 15 Maret 
2014 










9. Ketegasan KPU Dipuji Sengketa 
10. 35 Calon DPD Didiskualifikasi Administrasi 
11. Hak Pilih Tunanetra Tak Tersalur 
Maksimal 
Kode etik 
12. Tiga Hari Untuk Daftarkan Gugatan Sengketa 
13. 20 Maret Kantor Partai Aceh di Takengon Tindak 
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2014 Diserang Pidana 
14. 25 Maret 
2014 







KPK : Ada Indikasi Penyimpangan Tindak 
Pidana 













19. 1 April 
2014 
Komisioner KPU bawa 4000 Surat 
Suara 
Kode etik 
20. 3 April 
2014 




8 Parpol Langgar Iklan administrasi 
22. Penyandang Disabilitas Tuntut Hak 
Memilih 
Kode etik 
23. 7 April 
2014 




24. 8 April 
2014 
Kecurangan Mengancam – 
Penyelenggara Pemilu Ada yang 






Ketua KIP Aceh Timur Ditangkap Polisi Tindak 
pidana 
26. Praktik Politik Uang Meningkat – Caleg 
Berusaha Mengamankan Suara 
Tindak 
pidana 
27. 10 April 
2014 




Surat Dicoblos Sebelum Pemilu – 
Pencoblosan di Bogor Diulang 13 April 
Tindak 
pidana 










31. Tindak Tegas Oknum Pelaku Kode etik 
  
Dengan populasi yang hanya terdiri dari 31 berita, maka penulis 
memutuskan untuk menggunakan total sampling karena seluruh objek 
penelitian dapat penulis jangkau. Hasil dari total sampling ini diharapkan 
akan jauh lebih sah nantinya. 
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3.4. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 
bagaimana caranya mengukur suatu variabel, selain itu juga merupakan 
suatu informasi yang amat membantu peneliti lain yang ingin 
menggunakan variabel yang sama. Dengan demikian, peneliti akan 
mengetahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan 
dan dapat menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan 
dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru (Effendi, 1989: 
46). 
Dalam penelitian keberimbangan berita ini digunakan indikator 
keberimbangan menurut Rahayu (2006) yaitu source bias, slant dan 
representasi pro kontra.   Cara pengukuran masing-masing indikator 
keberimbangan secara operasional menurut Rahayu (2006) adalah 
sebagai berikut : 
1.  Indikator untuk mengukur source bias adalah : 
a. Satu Sisi : Jika wartawan hanya mengumpulkan informasi, 
fakta, dan rujukan dari narasumber yang  memiliki 
pandangan yang sama ataupun memperkuat pandangan 
yang sudah ada.  Narasumber dapat dipahami sebagai 
perseorangan, lembaga, dokumen serta sumber yang tak tak 
ingin namanya disebutkan (blind source). 
b. Dua Sisi : Jika wartawan juga mengumpulkan informasi, 
fakta, dan rujukan dari narasumber yang memiliki 
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pandangan yang sama dan narasumber yang memiliki 
pandangan berbeda. Artinya, wartawan tidak hanya memuat 
satu sisi pandangan dalam berita tetapi juga memuat 
pandangan dari pihak yang berseberangan. Hal ini juga bisa 
dilihat dari usaha cek dan ricek yang dilakukan oleh 
wartawan dalam peliputannya. 
Berita dikatakan berimbang apabila mencantumkan narasumber 
dari dua sisi yang berlawanan. 
 
2.  Indikator Slant dapat diukur dari: 
a. Ada tidaknya apresiasi positif dari wartawan seperti 
memberikan pernyataan-pernyataan yang bersifat memuji, 
dukungan, penyampaian hal positif tentang kandidat partai 
atau hal-hal lain yang berhubungan dengan berita 
pelanggaran pemilu legislatif 2014 
b. Ada tidaknya pemberian nilai negatif, seperti memberikan 
pernyataan yang mengkritik, mencela, atau menyampaikan 
hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan berita 
pelanggaran pemilu Legislatif 2014. 
Berita dikatakan berimbang apabila tidak ada penilaian baik positif 
maupun negatif dari pihak media (wartawan, editor). 
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3.  Indikator representasi pro-kontra adalah: 
a. Sama. Porsi alinea dikatakan sama jika jumlah porsi yang 
diberikan wartawan relatif sama. Hal ini bisa dilihat dari 
jumlah kesamaan alinea yang diakomodasikan bagi pihak 
yang memiliki pandangan pro maupun pihak yang memiliki 
pandangan kontra. Jika dikuantifikasi, maka peneliti 
menetapkan ukuran kesamaan porsi berdasarkan ukuran 
jumlah alinea yang diakomodasikan untuk kedua pihak, yaitu 
(1:1, 2:2, 3:3, dan seterusnya). 
b. Tidak sama. Porsi alinea dikatakan tidak sama jika jumlah 
porsi yang diberikan wartawan relatif tidak sama. Hal ini bisa 
dilihat dari banyaknya jumlah perbedaan alinea yang 
diakomodasikan bagi pihak yang pro maupun pihak yang 
kontra. 
Berita dikatakan berimbang apabila porsi alinea yang diberikan 
kepada pihak pro maupun pihak kontra jumlahnya sama. 
Penulis akan memberikan skor untuk hasil kategori pada setiap 
berita. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menentukan 
keberimbangan berita yang diteliti. Skor 1 akan diberikan untuk berita 
yang hasil kategorinya memenuhi keberimbangan berita. Skor 0 akan 
diberikan untuk berita yang hasil kategorinya tidak memenuhi 
keberimbangan berita.  Penilaian untuk masing-masing indikator adalah 
seperti pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Operasionalisasi Keberimbangan 






Apakah berita menggunakan 
informasi dari satu sisi atau dua 
sisi narasumber? 
- Satu sisi 
- Dua sisi 











Apakah berita mencantumkan 
penilaian positif dari wartawan? 
 
Apakah berita mencantumkan 













 Apakah wartawan memberikan 
porsi alinea yang sama untuk 








3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini dikumpulkan data primer yaitu berita mengenai 
pelanggaran pemilu yang dimuat dari tanggal 1 Januari hingga 12 April 
2014 di halaman khusus pemilu Harian Kompas yang bertajuk “Indonesia 
Satu”.  Dalam penelitian juga dikumpulkan data sekunder yaitu data lain 
yang pendukung penelitian ini baik dari buku bacaan, jurnal, juga situs di 
internet, serta skripsi lain sebagai referensi penelitian. 
 
3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Alat ukur harus mempunyai validitas yang tinggi. Validitas berkaitan 
dengan apakah alat ukur yang dipakai secara tepat mengukur konsep 
yang ingin diukur (Eriyanto, 2011:259). Jika peneliti ingin mengukur 
mengenai keberimbangan pemberitaan dalam suatu berita, peneliti harus 
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mempertanyakan apakah alat ukur benar-benar memang mengukur 
keberimbangan (Eriyanto, 2011:260). Dalam penelitian ini akan digunakan 
lembar coding dengan variabel bias narasumber, slant, dan representasi 
pro-kontra. Validitas alat ukur tersebut telah teruji karena dipakai di 
beberapa penelitian, antara lain Rahayu (2006), Kristajedo (2012) dan 
Setyaningrum (2014).  
 Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai reliabilitas 
(keandalan) yang tinggi. Analisis isi haruslah dilakukan secara objektif. Ini 
berarti tidak boleh ada beda penafsiran antara satu coder dan coder yang 
lain. Dengan kata lain konsep reliabilitas adalah sejauh mana alat ukur 
yang kita pakai akan menghasilkan temuan yang sama, berapa kali pun 
dipakai (Eriyanto, 2011:281). 
Dalam pengujian reliabilitas tiap indikator dalam penelitian ini, 
digunakanlah formula Holsti. Hasil dari pengujian dengan formula Holsti ini 
akan menunjukkan berapa besar presentase persamaan antar-coder 
ketika menilai suatu isi. Rumus menghitung reliabilitas adalah sebagai 




Keterangan: CR = Coeficient Reliability 
M = Jumlah pernyataan yang disetujui ketiga koder 
N = Jumlah koding yang dibuat oleh koder 1, koder 2, koder 3 
 
                       3M 
𝐶𝑅 = 
                N1 + N2 + N3 
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Koefisien reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti 
tidak ada satu pun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti 
persetujuan sempurna di antara para coder. Makin tinggi nilai koefisien, 
makin tinggi pula tingkat reliabilitas. Dalam formula Holsti, koefisien 
reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau 
hasil perhitungan menunjukkan koefisien reliabilitas di atas 0,7, berarti alat 
ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi, jika di bawah 0,7, berarti alat ukur 
(coding sheet) bukan alat yang tepat untuk mengukur tujuan penelitian. 
Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai coder adalah 2 orang 
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ibu Diyah 
Hayu Rahmitasari sebagai coder 1 dan Bapak Lukas Deni Setiawan 
sebagai coder 2. Sementara peneliti bertindak sebagai coder ketiga. 
 
3.7. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah proses menginterpretasikan data yang 
terkumpul secara sederhana agar dapat lebih mudah dibaca dan 
dipahami. Data yang diperoleh dari lembar coding yang telah diisi, 
dimasukkan dalam tabel penilaian. Pertama akan diseleksi berita dari 
halaman khusus “Indonesia Satu” berdasarkan judul dan isi berita yang 
berkaitan dengan pelanggaran pemilu. Unit analisis keberimbangan berita 
pelanggaran yang diteliti terdiri atas tiga indikator yaitu source bias, slant, 
dan representasi pro-kontra. Setelah dilakukan penilaian kemudian 
direkap dalam bentuk tabel frekuensi bagi tiap-tiap indikator (Source Bias, 
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Slant, dan Representasi Pro-kontra). Selanjutnya akan dilakukan analisis 
deskriptif bagi tiap-tiap indikator keberimbangan. 
Dalam Rahayu (2006:50), teknik analisis frekuensi kejadian tiap 
indikator dapat menunjukkan keberimbangan media tertentu dalam 
menampilkan berita.  Mengacu pada cara pembobotan atau pemberian 
skor menurut Rahayu (2006:38) maka dilakukan pemberian skor pada tiga 
indikator pengamatan (source bias, slant, dan representasi pro-kontra) 
dalam penelitian ini sebagai berikut: skor terendah (0) dikategorikan 
keberimbangan berita buruk sekali; skor 1 dikategorikan sebagai berita 
yang keberimbangannya buruk; skor 2 dikategorikan sebagai berita yang 
keberimbangannya cukup; skor 3 dikategorikan sebagai berita yang 
keberimbangannya baik; dan skor 4 dikategorikan sebagai berita yang 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Subjek Penelitian 
 Kompas berdiri 28 Juni 1965, yang diprakarsai oleh PK Ojong dan 
Jakob Oetama. Dari waktu ke waktu harian ini mampu hadir dengan sajian 
yang memikat pembacanya. Keberhasilan ini tidak lepas dari kepandaian 
PK Ojong dan Jakob Oetama dalam memimpin, hingga Kompas menjadi 
koran terbesar baik dari oplah maupun pemasukan iklan (Sadono, dkk, 
1996: 3). 
Pada edisi perdana, Kompas terbit empat halaman dengan 11 
berita. Setelah itu Kompas mulai berkembang dengan terbit sebagai surat 
kabar mingguan dengan delapan halaman, lalu terbit empat kali 
seminggu, dan dalam waktu dua tahun berkembang menjadi surat kabar 
harian nasional dengan tiras 30.650 eksemplar (Print.Kompas.com). 
Sejak 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara 
nasional. Pada 2004, tiras harian mencapai 530.000 eksemplar, 
sedangkan edisi Minggu mencapai 610.000 eksemplar. Kompas 
diperkirakan dibaca 2,25 juta orang di seluruh Indonesia. Dengan tiras 
sebesar itu, Kompas menjadi surat kabar terbesar di Indonesia. Untuk 
memastikan akuntabilitas jumlah tiras, sejak 1976, Kompas menggunakan 
jasa ABC (Audit Bureau of Circulations) untuk melakukan audit 
(Print.Kompas.com). Saat ini, Kompas Cetak (bukan versi digital) memiliki 
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tiras rata-rata 500.000 eksemplar per hari, dengan rata-rata jumlah 
pembaca mencapai 1.850.000 orang per hari yang terdistribusi ke seluruh 
wilayah Indonesia. 
Dalam perjalanan waktu Kompas sempat dua kali dilarang terbit. 
Pertama, pada 2 Oktober 1965 ketika Penguasa Pelaksana Perang 
Daerah Jakarta Raya mengeluarkan larangan terbit untuk semua surat 
kabar, termasuk Kompas, sebagai upaya agar pemberitaan tidak 
menambah rasa bingung masyarakat terkait peristiwa G30S/PKI yang 
tengah berkecamuk. Kompas terbit kembali pada 6 Oktober 1965. 
Pada 21 Januari 1978, Kompas untuk kedua kalinya dilarang terbit 
bersama enam surat kabar lainnya. Pelarangan terkait pemberitaan 
seputar aksi mahasiswa menentang kepemimpinan Presiden Soeharto 
menjelang pelaksanaan Sidang Umum MPR 1978. Pelarangan bersifat 
sementara dan pada 5 Februari 1978, Kompas terbit kembali 
(Print.Kompas.com). 
Meskipun beberapa kali Kompas harus berbenturan dengan 
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak serta merta menyurutkan 
Kompas sebagai koran terbesar Indonesia untuk berkembang. Kompas 
sukses menjadikan dirinya koran berkualitas dengan tiras terbesar di Asia 
Tenggara, Kompas memulai dengan 5.000 eksemplar penjualan 
meningkat secara konsisten karena Kompas berhasil meraih reputasi 
yang baik dari laporan yang mendalamnya (Hill dalam Prakoso, 1997: 
116). 
Keberimbangan berita..., Yulius Triatmoko, FIKOM UMN, 2014
48 
 
Harian Kompas dengan motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”, 
mampu membuktikan sebagai koran terbesar baik dari segi oplah maupun 
pemasukan iklan. Prinsip-prinsip profesional, mendahulukan mutu, penuh 
tanggung jawab, sebagai alat pemberitaan, kontrol sosial, pembentuk 
opini, bermoral dalam pelayanan pada pelanggan, beretika dalam 
menyelenggarakan usaha dan menjaga indepedensi (Sadono dkk. 
1996:31).  
Kualitas Harian Kompas sepertinya sudah teruji dengan baik. 
Seperti pada penelitian R. Fadjri (dalam Mallarangeng, 2010:56) bahwa 
kualitas Kompas dari tingkatan kredibilitas cukup tinggi di kalangan 
mahasiswa Fisipol UGM (Tabel 4.1.). Kredibilitas yang baik di kalangan 
mahasiswa ini sangat penting untuk melihat persepsi pembaca, sebab 
mahasiswa masuk dalam salah satu golongan sosial (yaitu golongan 
berpendidikan menengah ke atas) yang menjadi sasaran harian Kompas. 
Tabel 4.1. Kredibilitas Harian Kompas 












































Rata-rata 72% 18% 10% 100% 
Sumber: R. Fadjri (dalam Mallarangeng, 2010: 57) 
 




Tingkat reliabilitas lembar coding dalam penelitian ini dihitung dari 
jawaban masing-masing coder di setiap indikator. Seperti yang telah 
disebutkan dalam bab tiga, sesuai rumus Holsti (1969), tingkat reliabilitas 
masing-masing indikator harus mencapai 70% atau lebih, dalam 
kesamaan jawaban antar coder.  
Reliabilitas lembar coding diuji melalui lima sampel artikel yang 
dipilih secara acak sederhana. Kelima sampel yang terpilih adalah 
sebagai berikut : 
Berita 1 : Ketegasan KPU Dipuji 
Berita 2 : KPK: Ada Indikasi Penyimpangan 
Berita 3 : Bawaslu: 10 Hari, 287 Pelanggaran 
Berita 4 : Bawaslu Pulihkan Hak 17 Peserta 
Berita 5 : Penyandang Disabilitas Tuntut Hak Memilih 
 
Dalam proses penghitungan reliabilitas, lembar coding diserahkan 
kepada dua coder yang sehari-harinya berprofesi sebagai dosen ilmu 
komunikasi. Bertindak sebagai coder pertama adalah Diyah Hayu 
Rahmitasari, coder kedua adalah Lukas Deni Setiawan, serta penulis 
sebagai coder ketiga. Kedua Coder pertama dipilih karena telah 
menggeluti profesinya sebagai pengajar di bidang ilmu komunikasi 
jurnalistik dalam kurun waktu 10-12 tahun, dan dianggap mampu untuk 
menganalisis serta menilai berita sesuai indikator yang telah penulis buat, 
sehingga hasilnya bisa dipercaya. 
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4.2.1. Penghitungan Reliabilitas Indikator Source Bias 
Hasil uji indikator source bias pada lima berita yang diberikan 
seperti pada Tabel 4.2.   




coder 1 coder 2 coder 3 
Jawaban 
Sama 
1 Dua sisi Dua sisi Dua sisi   
2 Dua sisi Dua sisi Dua sisi   
3 Satu sisi Satu sisi Satu sisi   
4 Satu sisi Satu sisi Dua sisi - 
5 Dua sisi Dua sisi Dua sisi   
Jumlah 4 
 
Berdasarkan rumus Holsti, hasilnya adalah: 
CR Sumber Resmi = 
   
     
       = 80% 
Jadi pertanyaan tentang sumber resmi dalam lembar coding dapat 
digunakan untuk mengukur keberimbangan karena koefisien reliabilitas 
(CR) adalah 80%  (diatas 70%). 
 
4.2.2. Penghitungan Reliabilitas Indikator Slant 
Hasil uji indikator slant pada lima berita yang diberikan seperti pada 
Tabel 4.3. dan Tabel 4.4. 




coder 1 coder 2 coder 3 
Jawaban 
Sama 
1 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada   
2 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada   
3 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada   
4 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada   
5 Ada Tidak Ada Tidak Ada - 
Jumlah 4 
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Berdasarkan rumus Holsti, hasilnya adalah : 
CR Penilaian Positif= 
   
     
     =80% 
Jadi pertanyaan tentang penilaian positif dalam lembar coding 
dapat digunakan untuk mengukur keberimbangan karena koefisien 
reliabilitas (CR) adalah 80% (diatas 70%). 




coder 1 coder 2 coder 3 
Jawaban 
Sama 
1 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada   
2 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada   
3 Ada Ada Ada   
4 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada   
5 Ada Tidak Ada Tidak Ada - 
Jumlah 4 
 
Berdasarkan rumus Holsti (1969), hasilnya adalah : 
CR Penilaian Negatif = 
   
     
      = 80% 
Jadi pertanyaan tentang penilaian negatif dalam lembar coding 
dapat digunakan untuk mengukur keberimbangan karena koefisien 
reliabilitas (CR) adalah 80% (diatas 70%). 
 
4.2.3. Penghitungan Reliabilitas Indikator Representasi Pro-
Kontra 
Hasil uji indikator arah berita pada lima berita yang diberikan 
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Berdasarkan rumus Holsti (1969), hasilnya adalah : 
CR Arah Berita = 
   
     
      = 80% 
Jadi pertanyaan tentang representasi pro-kontra dalam lembar 
coding dapat digunakan untuk mengukur keberimbangan karena koefisien 
reliabilitasnya (CR) adalah 80% (diatas 70%). 
 
4.3.  Hasil Penelitian 
4.3.1.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 8 Januari 2014 pada 
berita “Menjaga Media, Menjaga Pemilu” 
 Hasil penilaian keberimbangan berita “Menjaga Media, Menjaga 
Pemilu” pada Harian Kompas edisi tanggal 8 Januari 2014 adalah seperti 
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Tabel 4.6.  Penilaian Berita “Menjaga Media, Menjaga Pemilu” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Ada 0 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 1 
 
Berita ini hanya menggunakan satu sisi narasumber. Tidak ada 
wawancara untuk mengklarifikasi pelanggaran iklan kepada pihak Partai 
politik yang melakukan pelanggaran.  
Dalam berita ini tidak ada penilaian positif dari wartawan.  
Sedangkan penilaian negatif oleh wartawan pada berita ini dapat dilihat 
pada paragraf keempat. 
Masifnya penayangan iklan parpol di stasiun televisi secara tidak 
adil mengkhawatirkan banyak kalangan. Bukan hanya sesama 
parpol peserta pemilu, pegiat pemilu, melainkan juga masyarakat. 
 
Berita ini juga tidak dapat memenuhi indikator representasi pro-
kontra karena tidak memberi ruang yang sama kepada kedua pihak yang 
pro dan pihak yang kontra. Dengan demikian berarti tidak ada jumlah 
alinea yang sama untuk pihak yang berlawanan. Berdasarkan penilaian 
skor yang diperoleh (1), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
keberimbangannya buruk. 
4.3.2.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 16 Januari 2014 pada 
berita “Empat Parpol Dilaporkan ke Bawaslu” 
Hasil penilaian isi berita “Empat Parpol Dilaporkan ke Bawaslu” 
pada Harian Kompas edisi tanggal 16 Januari 2014 adalah seperti pada 
Tabel 4.7.   
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      Tabel 4.7. Penilaian berita “Empat Parpol Dilaporkan ke Bawaslu” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Ada 0 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 1 
 
Berita ini hanya menggunakan satu sisi narasumber yaitu pihak 
yang menuduh adanya pelanggaran. Namun Harian Kompas tidak 
menampilkan klarifikasi dari pihak tertuduh. 
 Tidak ada penilaian positif dari wartawan pada berita ini.  
Sedangkan penilaian negatif oleh wartawan pada berita ini dapat dilihat 
pada paragraf kelima. 
Sikap bandel parpol tersebut merupakan tindak pidana pemilu dan 
sekaligus menyalahi aturan penggunaan frekuensi publik dengan 
cara berkampanye di luar jadwal. 
 
Berita ini juga tidak dapat memenuhi indikator representasi pro-
kontra karena tidak memberi ruang yang sama kepada kedua pihak yang 
pro dan pihak yang kontra, karena jumlah alinea untuk pihak yang 
berlawanan adalah tidak sama. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (1), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
keberimbangannya buruk. 
4.3.3.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 20 Januari 2014 pada 
berita “Panwaslu Yogya Pertanyakan Aksi Dukung Jokowi” 
Hasil penilaian isi berita “Panwaslu Yogya Pertanyakan Aksi 
Dukung Jokowi” pada Harian Kompas edisi tanggal 20 Januari 2014 
adalah seperti pada Tabel 4.8.   
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Tabel 4.8.  Penilaian Berita “Panwaslu Yogya Pertanyakan Aksi Dukung 
Jokowi” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 3 
 
Berita ini sudah menggunakan dua sisi narasumber.  Penilaian 
positif dan penilaian negatif oleh wartawan tidak ada dalam berita 
tersebut.  Namun jumlah alinea yang memuat pihat pro dan pihak kontra 
adalah tidak sama. Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (3), maka 
berita ini termasuk kategori berita yang keberimbangannya baik. 
4.3.4. Keberimbangan Harian Kompas edisi 3 Maret 2014 pada berita 
“Puluhan Ribu Alat Peraga Langgar Aturan” 
Hasil penilaian isi berita “Puluhan Ribu Alat Peraga Langgar Aturan” pada 
Harian Kompas edisi tanggal 3 Maret 2014 adalah seperti pada Tabel 4.9. 
Tabel 4.9. Penilaian Berita “Puluhan Ribu Alat Peraga Langgar Aturan” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Pada berita ini, Harian Kompas hanya menampilkan narasumber 
dari pihak yang akan menyelesaikan pelanggaran, yaitu Bawaslu. Kompas 
tidak sedikitpun mencantumkan klarifikasi dari parpol yang terlibat dalam 
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pelanggaran ini sehingga tidak dapat memenuhi syarat keberimbangan 
dari indikator source bias. 
Indikator yang dipenuhi dalam keberimbangan berita ini adalah 
slant.  Juga, dari indikator representasi pro dan kontra, belum berimbang 
karena tidak memberikan jumlah alinea yang sama bagi kedua pihak baik 
yang pro maupun yang kontra.  Indikator slant berita ini memenuhi syarat 
keberimbangan karena tidak ada penilaian spesifik, baik positif maupun 
negatif dari wartawan Harian Kompas. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup 
berimbang. 
4.3.5.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 3 Maret 2014 pada berita 
“KPU Jayawijaya Tidak Jalankan Tugas” 
Hasil penilaian keberimbangan berita “KPU Jayawijaya Tidak 
Jalankan Tugas” pada Harian Kompas edisi tanggal 3 Maret 2014 adalah 
seperti pada Tabel 4.10. 
Tabel 4.10. Penilaian Berita “KPU Jayawijaya Tidak Jalankan Tugas” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 3 
 
Dalam berita edisi Rabu, 3 Maret 2014, Harian Kompas sudah 
memenuhi keberimbangan dari indikator source bias dengan 
mencantumkan dua narasumber yang sedang berseteru. Ada pernyataan 
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dari Bawaslu terkait kinerja KPU Jayawijaya pada alinea kedua dan ada 
pernyataan klarifikasi dari KPU pada alinea keempat. 
“Aturan terkait keterlambatan tersebut sudah jelas. Mereka sudah 
terlambat dua hari. Kami siap memberikan rekomendasi agar semua 
parpol dan caleg di tiga kabupaten itu tidak mengikuti pemilu legislatif,” 
kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Robert Horik, di 
Jayapura, Papua, Selasa (4/3). 
 
Komisioner KPU Papua Divisi Hukum dan Pengawasan, Tarwinto, 
menuturkan sudah berulang kali menghubungi para komisioner melalui 
telepon seluler, tetapi tidak dijawab. Tarwinto menambahkan, keamanan 
di Jayawijaya bukan alasan tidak melaksanakan tugas. “Mereka bisa 
berkoordinasi dengan Polres Jayawijaya untuk pengamanan,” ujarnya. 
 
Berita yang berjudul “KPU Jayawijaya Tidak Jalankan Tugas” 
memang memenuhi keberimbangan dari indikator source bias, namun 
tidak memenuhi keberimbangan dari indikator representasi pro-kontra 
karena porsi alinea yang diberikan tidaklah sama antara narasumber dari 
sisi pro dan narasumber dari sisi kontra. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (3), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
keberimbangannya baik. 
4.3.6. Keberimbangan Harian Kompas edisi 13 Maret 2014 pada 
berita “Kantor Partai Aceh Dilempar Granat” 
Hasil penilaian isi berita “Kantor Partai Aceh Dilempar Granat” pada 
Harian Kompas edisi tanggal 13 Maret 2014 adalah seperti pada Tabel 
4.11. 
Tabel 4.11. Penilaian Berita “Kantor Partai Aceh Dilempar Granat” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
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 Pada berita ini, Harian Kompas hanya menampilkan narasumber 
dari korban pelemparan granat dan dari pihak kepolisian. Kompas tidak 
sedikitpun mencantumkan klarifikasi tentang kejelasan pelaku dari kasus 
ini sehingga tidak dapat memenuhi syarat keberimbangan dari indikator 
source bias.  Indikator pengukur keberimbangan yang dapat dipenuhi oleh 
Harian Kompas pada berita ini adalah indikator slant. Ketiadaan penilaian 
wartawan baik penilaian positif maupun negatif membuat indikator slant 
berita ini dapat memenuhi syarat keberimbangan berita. Berdasarkan 
penilaian skor yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita 
yang cukup berimbang. 
4.3.7.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 15 Maret 2014 pada 
berita “Moratorium Dilanggar” 
Hasil penilaian isi berita “Moratorium Dilanggar” pada Harian 
Kompas edisi tanggal 15 Januari 2014 adalah seperti pada Tabel 4.12.   
Tabel 4.12. Penilaian Berita “Moratorium Dilanggar” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Berita yang berjudul “Moratorium Dilanggar” ini tidak memenuhi 
keberimbangan dari indikator source bias karena Harian Kompas tidak 
mencantumkan narasumber dari pihak parpol yang melakukan 
pelanggaran. Namun, berita edisi 15 Maret 2014 ini memenuhi syarat 
keberimbangan dari indikator slant karena di dalam berita tidak ada 
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penilaian positif maupun negatif dari wartawan Harian Kompas. 
Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk 
kategori berita yang cukup berimbang. 
4.3.8. Keberimbangan Harian Kompas edisi 17 Maret 2014 pada 
berita “KPAI Ingatkan Parpol Tidak Libatkan Anak” 
Hasil penilaian keberimbangan berita “KPAI Ingatkan Parpol Tidak 
Libatkan Anak” pada Harian Kompas edisi tanggal 17 Maret 2014 adalah 
seperti pada Tabel 4.13. 
Tabel 4.13. Penilaian Berita “KPAI Ingatkan Parpol Tidak Libatkan Anak” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 3 
 
Pada berita “KPAI Ingatkan Parpol Tidak Libatkan Anak”, Harian 
Kompas dapat memenuhi syarat keberimbangan berita dari indikator 
source bias dan slant. Wartawan berita ini menampilan narasumber dari 
kedua sisi dan tidak ada penilaian positif maupun penilaian negatif.  
Namun indikator representasi pro-kontra tidak dipenuhi karena porsi 
alinea untuk pihak parpol pelanggar yaitu Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS), lebih sedikit daripada porsi alinea pihak Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI). Porsi alinea antara PKS dan KPAI adalah satu alinea 
berbanding enam alinea (6:1). Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh 
(3), maka berita ini termasuk kategori berita yang keberimbangannya baik. 
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4.3.9. Keberimbangan Harian Kompas edisi 17 Maret 2014 pada 
berita “Ketegasan KPU Dipuji” 
Hasil penilaian isi berita “Ketegasan KPU Dipuji” pada Harian 
Kompas edisi tanggal 17 Maret 2014 adalah seperti pada Tabel 4.14. 
Tabel 4.14. Penilaian berita “Ketegasan KPU Dipuji” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Sama 1 
  Total Skor 4 
 
Dalam berita “Tiga Hari Untuk Daftarkan Gugatan” Harian Kompas 
telah memenuhi syarat keberimbangan untuk indikator source bias, slant, 
dan representasi pro-kontra. Berita ini mencantumkan narasumber dari 
dua pihak yang berseberangan, yaitu KPU dan peserta pemilu yang 
didiskualifikasi karena melanggar aturan penyerahan laporan awal dana 
kampanye. 
Untuk indikator representasi pro-kontra, wartawan Harian Kompas 
memberikan porsi alinea yang sama bagi tiap-tiap pihak. KPU beserta 
pendukungnya mendapat lima alinea, sedangkan pihak peserta pemilu 
yang didiskualifikasi mendapat lima alinea. Berdasarkan penilaian skor 
yang diperoleh (4), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
keberimbangannya sangat baik. 
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4.3.10.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 17 Maret 2014 pada 
berita “35 Calon DPD Didiskualifikasi” 
Hasil penilaian isi berita “35 Calon DPD Didiskualifikasi” pada 
Harian Kompas edisi tanggal 17 Maret 2014 adalah seperti pada Tabel 
4.15. 
Tabel 4.15. Penilaian berita “35 Calon DPD Didiskualifikasi” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Pada berita ini, Harian Kompas tidak menyajikan satu pun klarifikasi 
dari 35 DPD yang melakukan pelanggaran administrasi. Maka dari itu 
Harian Kompas dianggap tidak memenuhi indikator source bias dalam 
syarat keberimbangan berita. Sedangkan indikator yang dapat dipenuhi 
oleh berita dalam Harian Kompas ini adalah indikator slant, dimana tidak 
ada penilaian spesifik positif atau negatif dari wartawan. Berdasarkan 
penilaian skor yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita 
yang cukup berimbang. 
4.3.11.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 17 Maret 2014 pada 
berita “Hak Pilih Tunanetra Tak Tersalur Maksimal” 
Hasil penilaian isi berita “Hak Pilih Tunanetra Tak Tersalur 
Maksimal” pada Harian Kompas edisi tanggal 17 Maret 2014 adalah 
seperti pada Tabel 4.16. 
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Tabel 4.16. Penilaian berita “Hak Pilih Tunanetra Tak Tersalur Maksimal” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Sama 1 
  Total Skor 4 
 
Harian Kompas dapat memenuhi semua indikator untuk mengukur 
keberimbangan berita pada artikel yang berjudul “Hak Pilih Tunanetra Tak 
Tersalur Maksimal”. Dari indikator slant, tidak ada penilaian positif maupun 
negatif dari wartawan pada berita ini. Porsi alinea yang diberikan kepada 
pihak-pihak yang berlawanan dalam berita ini pun seimbang, yaitu tiga 
alinea berbanding tiga alinea (3:3), masing-masing untuk KPU Yogyakarta 
dan warga tunanetra serta Bendahara Persatuan Penyandang Disabilitas 
Indonesia Wilayah DI Yogyakarta. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (4), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
keberimbangannya sangat baik. 
4.3.12.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 17 Maret 2014 pada 
berita “Tiga Hari Untuk Daftarkan Gugatan” 
Hasil penilaian isi berita “Tiga Hari Untuk Daftarkan Gugatan” pada 
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Tabel 4.17. Penilaian berita “Tiga Hari Untuk Daftarkan Gugatan” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 3 
 
Dalam berita “Tiga Hari Untuk Daftarkan Gugatan” Harian Kompas 
telah memenuhi syarat keberimbangan untuk indikator source bias dan 
slant. Berita ini mencantumkan narasumber dari dua pihak yang 
berseberangan, yaitu KPU dan Caleg yang didiskualifikasi karena 
melanggar aturan penyerahan laporan awal dana kampanye. Namun 
pemberian porsi alinea untuk pihak Caleg lebih banyak daripada pihak 
KPU sehingga berita ini tidak dapat memenuhi indikator representasi pro-
kontra, karena perbandingannya adalah 4 : 2 . Berdasarkan penilaian skor 
yang diperoleh (3), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
keberimbangannya baik. 
4.3.13.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 20 Maret 2014 pada 
berita “Kantor Partai Aceh di Takengon Diserang” 
Hasil penilaian isi berita “Kantor Partai Aceh di Takengon Diserang” 
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Tabel 4.18. Penilaian berita “Kantor Partai Aceh di Takengon Diserang” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Harian Kompas belum bisa memenuhi syarat keberimbangan dari 
indikator source bias, karena tidak menulis mengenai klarifikasi dari 
Massa Pembela Tanah Air yang menjadi tersangka dalam perusakan 
kantor Partai Aceh di Takengon. Namun dalam berita ini tidak ditemukan 
penilaian spesifik baik positif maupun negatif dari wartawan sehingga 
keberimbangan dari indikator slant dapat dipenuhi. Berdasarkan penilaian 
skor yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
cukup berimbang. 
 
4.3.14.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 25 Maret 2014 pada 
berita “Dikecam, Kekerasan Terhadap Panwaslu” 
Hasil penilaian keberimbangan berita “Dikecam, Kekerasan 
Terhadap Panwaslu” pada Harian Kompas edisi tanggal 25 Maret 2014 
adalah seperti pada Tabel 4.19. 
Tabel 4.19.  Penilaian berita “Dikecam, Kekerasan Terhadap Panwaslu” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
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Pada berita ini, Harian Kompas hanya dapat memenuhi 
keberimbangan dari indikator slant saja sebagai syarat keberimbangan, 
karena tidak ada penilaian positif maupun penilaian negatif dari wartawan. 
Keberimbangan berita dari indikator source bias dari berita ini tidak 
memenuhi syarat karena hanya menampilkan satu sisi narasumber saja. 
Narasumber yang dicantumkan pada berita berjudul ”Dikecam, Kekerasan 
terhadap Panwaslu”, hanya dari pihak Panwaslu saja sebagai korban 
kekerasan. Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (2), maka berita ini 
termasuk kategori berita yang cukup berimbang. 
4.3.15.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 27 Maret 2014 pada 
berita “KPK: Ada Indikasi Penyimpangan” 
Hasil penilaian isi berita “KPK: Ada Indikasi Penyimpangan” pada 
Harian Kompas edisi tanggal 27 Maret 2014 adalah seperti pada Tabel 
4.20. 
Tabel 4.20. Penilaian berita “KPK : Ada Indikasi Penyimpangan” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 3 
 
Berita dalam Harian Kompas ini dapat memenuhi dua indikator 
untuk mengukur keberimbangan karena menggunakan dua sisi peliputan 
dan tidak terdapat penilaian dari wartawan. Namun indikator representasi 
pro-kontra tidak dapat dipenuhi karena porsi alinea antara pihak-pihak 
yang saling berbenturan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementrian 
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Pendidikan dan Kebudayaan, tidak sama yaitu empat alinea untuk KPK 
dan tiga alinea untuk Kemendikbud. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (3), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
keberimbangannya baik. 
 
4.3.16.   Keberimbangan Harian Kompas edisi 27 Maret 2014 pada 
berita “Bawaslu: 10 Hari, 287 Pelanggaran” 
Hasil penilaian keberimbangan berita “Bawaslu: 10 Hari, 287 
Pelanggaran” pada Harian Kompas edisi tanggal 27 Maret 2014 adalah 
seperti pada Tabel 4.21. 
Tabel 4.21. Penilaian berita “Bawaslu: 10 Hari, 287 Pelanggaran” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Ada 0 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 1 
 
Harian Kompas hanya dapat memenuhi satu indikator saja dalam 
berita ini, yaitu tidak adanya penilaian positif dari wartawan. Penilaian 
negatif pada berita edisi 27 Maret ini ada pada alinea terakhir berita. 
Penilaian negatif diberikan oleh wartawan kepada Badan Pengawas 
Pemilu (Bawaslu) sebagai berikut: 
Bawaslu bersikap tidak tegas terhadap laporan pelibatan anak-anak. 
Nelson menganggap, pelibatan anak-anak tak sengaja dilakukan. 
Bawaslu menyerahkan sanksi pelanggaran ini kepada KPU dan Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia. 
 
Dari indikator source bias dan representasi pro-kontra tidak dapat 
dipenuhi karena wartawan hanya menampilan dari satu sisi saja. 
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Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (1), maka berita ini termasuk 
kategori berita yang keberimbangannya buruk. 
 
4.3.17.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 29 Maret 2014 pada 
berita “Saling Serang Melalui Iklan Merusak Demokrasi” 
Hasil penilaian isi berita “Saling Serang Melalui Iklan Merusak 
Demokrasi” pada Harian Kompas edisi tanggal 29 Maret 2014 adalah 
seperti pada Tabel 4.22. 
Tabel 4.22. Penilaian berita “Saling Serang Melalui Iklan Merusak 
Demokrasi” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Pada berita edisi 29 Maret yang berjudul “Saling Serang Melalui 
Iklan Merusak Demokrasi”, Harian Kompas hanya memenuhi indikator 
slant untuk syarat keberimbangan.  Wartawan tidak memberikan penilaian 
positif dan negatif dalam berita ini.  Namun syarat keberimbangan berita 
dari indikator source bias berita ini tidak dapat dipenuhi oleh Harian 
Kompas karena tidak ada klarifikasi dari parpol yang membuat iklan. 
Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk 
kategori berita yang cukup berimbang. 
 
 
Keberimbangan berita..., Yulius Triatmoko, FIKOM UMN, 2014
68 
 
4.3.18.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 29 Maret 2014 pada 
berita “KPU Beri Sanksi ke PKS Karena Libatkan Anak-
Anak” 
Hasil penilaian isi berita “KPU Beri Sanksi ke PKS Karena Libatkan 
Anak-Anak” pada Harian Kompas edisi tanggal 29 Maret 2014 adalah 
seperti pada Tabel 4.23. 
Tabel 4.23. Penilaian berita “KPU Beri Sanksi ke PKS Karena Libatkan 
Anak-Anak” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Syarat keberimbangan berita dari indikator source bias tidak dapat 
dipenuhi oleh Harian Kompas dalam berita ini karena tidak ada klarifikasi 
dari PKS sebagai pelanggar ketentuan mengenai kampanye.  
Keberimbangan berita yang dapat dipenuhi oleh Harian Kompas hanyalah 
dari indikator slant, karena wartawan tidak memberikan penilaian positif 
dan negatif dalam berita tersebut.   Oleh karena wartawan hanya memuat 
satu sisi narasumber, maka representasi pro-kontra juga akan menjadi 
tidak sama.  Tidak adanya alinea yang mencatumkan kedua sisi yang 
berlawanan menjadikan berita ini tidak berimbangan dari indikator source 
bias dan representasi pro-kontra. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup 
berimbang. 
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4.3.19.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 1 April 2014 pada berita 
“Komisioner KPU Bawa 4000 Surat Suara” 
Hasil penilaian keberimbangan berita “Komisioner KPU Bawa 4000 
Surat Suara” pada Harian Kompas edisi tanggal 1 April 2014 adalah 
seperti pada Tabel 4.24. 
Tabel 4.24. Penilaian berita “Komisioner KPU Bawa 4000 Surat Suara” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak Ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Pada berita ini, Harian Kompas hanya menampilkan satu sisi 
narasumber saja.  Tidak ada wawancara langsung dengan  KPU yang 
membawa 4000 surat suara, sebagai bentuk cek dan ricek.  Oleh karena 
itu dari indikator source bias dan indikator reprensentasi pro-kontrapun, 
berita ini tidak berimbang. Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (2), 
maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup berimbang. 
4.3.20.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 3 April 2014 pada berita 
“Bawaslu Pulihkan Hak 17 Peserta” 
 
Hasil penilaian isi berita “Bawaslu Pulihkan Hak 17 Peserta” pada 
Harian Kompas edisi tanggal 3 April 2014 adalah seperti pada Tabel 4.25. 
Tabel 4.25. Penilaian berita “Bawaslu Pulihkan Hak 17 Peserta” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
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 Berita tanggal 3 April 2014 ini hanya memenuhi syarat 
keberimbangan dari indikator slant saja, yang ditandai dengan tidak 
adanya penilaian positif maupun negatif dari wartawan. Namun Harian 
Kompas tidak bisa memenuhi syarat keberimbangan dari indikator source 
bias karena tidak ada satupun klarifikasi dari pihak peserta pemilu yang 
melanggar aturan.  Demikian juga dari indikator representasi pro-kontra, 
wartawan tidak memberikan ruang dalam bentuk jumlah alinea yang sama 
kepada pihak pro maupun pihak kontra. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup 
berimbang. 
4.3.21.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 5 April 2014 pada berita 
“8 Parpol Langgar Iklan” 
Hasil penilaian isi berita “8 Parpol Langgar Iklan” pada Harian 
Kompas edisi tanggal 5 April 2014 adalah seperti pada Tabel 4.26. 
Tabel 4.26. Penilaian berita “8 Parpol Langgar Iklan” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Syarat keberimbangan berita dari indikator source bias berita ini 
tidak dapat dipenuhi oleh Harian Kompas karena tidak ada klarifikasi dari 
parpol sebagai pelanggar ketentuan mengenai iklan kampanye parpol.  
Demikian juga dari indikator representasi pro-kontra, wartawan tidak 
memberikan alinea yang sama kepada pihak yang pro maupun pihak yang 
Keberimbangan berita..., Yulius Triatmoko, FIKOM UMN, 2014
71 
 
kontra, sehingga berita ini tidak berimbang.  Namun, dari indikator slant, 
wartawan tidak memberikan penilaian positif maupun negatif dalam berita 
ini.  Dari indikator slant sebenarnya berita ini sudah berimbang. 
Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk 
kategori berita yang cukup berimbang. 
4.3.22. Keberimbangan Harian Kompas edisi 5 April 2014 pada berita 
“Penyandang Disabilitas Tuntut Hak Memilih” 
Hasil penilaian isi berita “Penyandang Disabilitas Tuntut Hak 
Memilih” pada Harian Kompas edisi tanggal 5 April 2014 adalah seperti 
pada Tabel 4.27. 
Tabel 4.27. Penilaian berita “Penyandang Disabilitas Tuntut Hak Memilih” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Ada 0 
3. Penilaian Negatif Ada 0 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 1 
 
Pada berita ini ditemukan penilaian positif dan negatif dari 
wartawan Harian Kompas. Penilaian positif tampak pada alinea terakhir 
pada berita edisi 5 April 2014. Sedangkan penilaian negatif ada pada 
alinea kedua dan keempat pada berita ini, adalah sebagai berikut: 
KPU juga sudah berusaha memasukkan penyandang disabilitas 
jenis apapun untuk tetap masuk dalam daftar pemilih tetap. (Penilaian 
positif) 
 
Sayangnya, UU Pemilu tidak menyebut secara eksplisit bahwa 
penyandang semua jenis disabilitas bisa didata sebagai pemilih. 
(Penilaian negatif) 
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Dengan adanya penilaian positif dan penilaian negatif dari 
wartawan, maka berita ini tidak memenuhi persyaratan keberimbangan.  
Demikian juga dari indikator representasi pro-kontra, wartawan tidak 
memberikan ruang yang sama bagi pihak yang pro maupun pihak yang 
kontra, yaitu dengan perbandingan empat banding dua (4:2). Empat alinea 
diberikan kepada pihak penyandang disabilitas sedangkan dua alinea 
untuk pihak KPU.   Tetapi jika dilihat dari indikator source bias, berita ini 
sudah memuat narasumber dari kedua sisi yang berseteru. Berdasarkan 
penilaian skor yang diperoleh (1), maka berita ini termasuk kategori berita 
yang keberimbangannya buruk. 
 
4.3.23.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 7 April 2014 pada berita 
“PNS Diduga Ikut Memenangkan Caleg” 
 Hasil penilaian keberimbangan berita “PNS Diduga Ikut 
Memenangkan Caleg” pada Harian Kompas edisi tanggal 7 April 2014 
adalah seperti pada Tabel 4.28. 
Tabel 4.28. Penilaian berita “PNS Diduga Ikut Memenangkan Caleg” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Ada 0 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Berita yang dimuat pada edisi 7 April 2014 ini dapat memenuhi 
indikator source bias dengan mencantumkan dua sisi narasumber yang 
sedang berseteru. Namun porsi alinea yang diberikan kepada masing-
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masing pihak tidak sama, yaitu dengan perbandingan tiga banding satu 
(3:1),  sehingga tidak dapat memenuhi syarat keberimbangan dari 
indikator representasi pro-kontra.  
Dalam berita ini juga terdapat penilaian negatif berupa kritik dari wartawan 
Harian Kompas pada alinea keempat, sebagai berikut: 
Namun Edison belum pernah memenuhi panggilan Panwas. Sikap 
Edison yang tidak kooperatif menghambat penanganan kasus tersebut. 
 
 
Dengan adanya penilaian negatif ini, maka berita tersebut tidak memenuhi 
syarat  keberimbangan dari indikator slant. Berdasarkan penilaian skor 
yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup 
berimbang. 
4.3.24. Keberimbangan Harian Kompas edisi 8 April 2014 pada berita 
“Kecurangan Mengancam – Penyelenggara Pemilu Ada yang 
Tawarkan Beri Suara” 
Hasil penilaian isi berita “Kecurangan Mengancam – 
Penyelenggara Pemilu Ada yang Tawarkan Beri Suara” pada Harian 
Kompas edisi tanggal 8 April 2014 adalah seperti pada Tabel 4.29. 
Tabel 4.29. Penilaian berita “Kecurangan Mengancam – Penyelenggara 
Pemilu Ada yang Tawarkan Beri Suara” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Pada berita edisi 8 April 2014 ini, Harian Kompas hanya dapat 
memenuhi satu indikator syarat keberimbangan, yaitu indikator slant. 
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Dalam berita ini tidak ditemukan penilaian spesifik dari wartawan, baik 
penilaian positif maupun negatif. Indikator source bias dan representasi 
pro-kontra tidak memenuhi syarat karena dalam berita ini hanya 
ditampilkan satu pihak narasumber saja. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup 
berimbang. 
4.3.25.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 9 April 2014 pada berita 
“Ketua KIP Aceh Timur Ditangkap Polisi” 
Hasil penilaian isi berita “Ketua KIP Aceh Ditangkap Polisi” pada 
Harian Kompas edisi tanggal 9 April 2014 adalah seperti pada Tabel 4.30. 
Tabel 4.30. Penilaian berita “Ketua KIP Aceh Ditangkap Polisi” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Berita yang berjudul “Ketua KIP Aceh Timur Ditangkap Polisi” ini 
tidak dapat memenuhi syarat keberimbangan dari indikator source bias. 
Wartawan Harian Kompas hanya menggunakan satu sisi peliputan saja. 
Tidak ada klarifikasi dari Ketua KIP Aceh Timur sebagai tersangka 
pelanggaran dalam tahapan pemilu.   
Ketiadaan penilaian positif dan penilaian negatif dari wartawan 
pada berita edisi 9 April 2014 ini membuat berita ini memenuhi syarat 
keberimbangan dari indikator slant. Berdasarkan penilaian skor yang 
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diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup 
berimbang. 
4.3.26.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 9 April 2014 pada berita 
“Praktik Politik Uang Meningkat – Caleg Berusaha 
Mengamankan Suara” 
Hasil penilaian isi berita “Praktik Politik Uang Meningkat – Caleg 
Berusaha Mengamankan Suara” pada Harian Kompas edisi tanggal 9 
April 2014 adalah seperti pada Tabel 4.31. 
Tabel 4.31. Penilaian berita “Praktik Politik Uang Meningkat - Caleg 
Berusaha Mengamankan Suara” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Dalam berita ini, Harian Kompas hanya dapat memenuhi satu 
syarat keberimbangan yaitu dari indikator slant saja. Dari indikator source 
bias, keberimbangan berita ini tidak dapat dipenuhi karena dalam berita ini 
hanya menggunakan satu sisi narasumber saja.  Demikian juga dari 
indikator representasi pro-kontra, wartawan tidak memberikan 
kesempatan dalam bentuk jumlah alinea yang sama bagi pihak yang pro 
maupun pihak yang kontra. Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh 
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4.3.27.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 10 April 2014 pada   
berita “Hak Pilih Banyak Hilang” 
Hasil penilaian isi berita “Hak Pilih Banyak Hilang” pada Harian 
Kompas edisi tanggal 10 April 2014 adalah seperti pada Tabel 4.32. 
Tabel 4.32. Penilaian berita “Hak Pilih Banyak Hilang” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Harian Kompas hanya dapat memenuhi satu indikator saja dalam 
persyaratan keberimbangan  berita “Hak Pilih Banyak Hilang”.  Indikator 
yang dapat dipenuhi oleh Harian Kompas adalah indikator slant, karena 
tidak ada penilaian positif maupun negatif oleh wartawan dalam berita ini. 
Dari indikator source bias, berita ini juga tidak berimbang karena dalam 
berita ini hanya menggunakan satu sisi narasumber saja.  Wartawan tidak 
melakukan cek dan ricek kebenaran dari berita yang dimuatnya. 
Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk 
kategori berita yang cukup berimbang. 
 
4.3.28.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 11 April 2014 pada 
berita “Surat Dicoblos Sebelum Pemilu – Pencoblosan di 
Bogor Diulang 13 April” 
 Hasil penilaian isi berita “Surat Dicoblos Sebelum Pemilu – 
Pencoblosan di Bogor Diulang 13 April” pada Harian Kompas edisi tanggal 
11 April 2014 adalah seperti pada Tabel 4.33. 
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Tabel 4.33. Penilaian berita “Surat Dicoblos Sebelum Pemilu – 
Pencoblosan di Bogor Diulang 13 April” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Harian Kompas hanya dapat memenuhi satu indikator saja dalam 
berita ini.  Indikator yang dapat dipenuhi oleh Harian Kompas adalah 
indikator slant, karena wartawan tidak melakuan penilaian positif dan 
penilaian negatif dalam berita tersebut.  sebaliknya dalam indikator source 
bias, berita ini tidak dapat memenuhi syarat keberimbangan karena dalam 
berita ini hanya menggunakan satu sisi narasumber saja, yaitu pihak yang 
menuduh adanya pelanggaran. Namun Harian Kompas tidak 
mencantumkan klarifikasi dari pihak pelanggar.  Demikian juga pemberian 
porsi ruang atau alinea yang sama bagi kedua pihak yang pro dan kontra, 
tidak dipenuhi dalam berita ini, sehingga berita ini tidak berimbang dari 
indikator representasi pro-kontra. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup 
berimbang. 
4.3.29.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 11 April 2014 pada 
berita “Hak Pilih : Komnas HAM Temukan Pelanggaran” 
Hasil penilaian isi berita “Hak Pilih : Komnas HAM Temukan 
Pelanggaran” pada Harian Kompas edisi tanggal 11 April 2014 adalah 
seperti pada Tabel 4.34. 
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Tabel 4.34. Penilaian berita “Hak Pilih : Komnas HAM Temukan 
Pelanggaran” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Dua sisi 1 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 3 
 
Pada berita ini, Harian Kompas dapat memenuhi syarat 
keberimbangan dari indikator slant, karena tidak ada penilaian positif dan 
penilaian negatif dari wartawan.  Demikian juga dari indikator source bias, 
berita ini berimbang, karena menampilkan kedua narasumber pihak yang 
berseteru.  Wartawan Harian Kompas memasukkan dua sisi narasumber, 
dari sisi pihak yang menuduh terjadi pelanggaran dan pihak yang tertuduh 
melakukan pelanggaran. Pihak penuduh adalah Komnas HAM, 
sedangkan pihak tertuduh adalah KPU. Namun porsi alinea yang 
diberikan wartawan kepada masing-masing pihak tidak sama sehingga 
berita ini tidak dapat memenuhi syarat representasi pro-kontra.  
Perbandingan jumlah alinea bagi pihak Komnas HAM dan KPU yang 
berseteru dalam berita tersebut adalah 2 : 1. Berdasarkan penilaian skor 
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4.3.30.  Keberimbangan Harian Kompas edisi 12 April 2014 pada 
berita “Dugaan Politik Uang Tersebar di Jakarta” 
Hasil penilaian isi berita “Dugaan Politik Uang Tersebar di Jakarta” 
pada Harian Kompas edisi tanggal 12 April 2014 adalah seperti pada 
Tabel 4.35. 
Tabel 4.35. Penilaian berita “Dugaan Politik Uang Tersebar di Jakarta” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
Berita dalam Harian Kompas ini  hanya dapat memenuhi satu 
indikator keberimbangan saja. Keberimbangan dari indikator slant dapat 
dipenuhi oleh Harian Kompas karena tidak ada penilaian positif dan 
negatif dari wartawan. Dari indikator source bias tidak dapat dipenuhi 
syarat keberimbangan karena dalam berita ini hanya menggunakan satu 
sisi narasumber saja yaitu pihak yang menuduh adanya pelanggaran. 
Sementara oknum yang melanggar tidak diberitakan secara jelas.   Dari 
indikator representasi pro-kontra, wartawan tidak memberikan ruang yang 
sama bagi pihak pro maupun kontra. Berdasarkan penilaian skor yang 
diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang cukup 
berimbang. Berdasarkan penilaian skor yang diperoleh (2), maka berita ini 
termasuk kategori berita yang cukup berimbang. 
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4.3.31. Keberimbangan Harian Kompas edisi 12 April 2014 pada 
berita “Tindak Tegas Oknum Pelaku” 
Hasil penilaian isi berita “Tindak Tegas Oknum Pelaku” pada 
Harian Kompas edisi tanggal 12 April 2014 adalah seperti pada Tabel 
4.36. 
Tabel 4.36. Penilaian berita “Tindak Tegas Oknum Pelaku” 
No Indikator Hasil Skor 
1. Source bias Satu sisi 0 
2. Penilaian positif Tidak ada 1 
3. Penilaian Negatif Tidak ada 1 
4. Representasi Pro-kontra Tidak sama 0 
  Total Skor 2 
 
 Berita dalam Harian Kompas ini hanya memenuhi satu indikator 
persyaratan keberimbangan saja. Indikator syarat keberimbangan yang 
dapat dipenuhi oleh Harian Kompas adalah indikator slant karena tidak 
ada penilaian positif maupun negatif dari wartawan. Indikator source bias 
juga  tidak dapat dipenuhi karena dalam berita ini hanya menggunakan 
satu sisi narasumber saja. Tidak ada klarifikasi dari pihak tertuduh dalam 
berita ini. Wartawan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada 
pihak yang pro maupun kontra dalam bentuk jumlah alinea, sehingga 
indikator representasi pro-kontra tidak dipenuhi. Dari segi source bias dan 
representasi pro-kontra berita ini tidak berimbang. Berdasarkan penilaian 
skor yang diperoleh (2), maka berita ini termasuk kategori berita yang 
cukup berimbang. 
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Setelah direkapitulasi, semua berita pelanggaran Pileg 2014 yang 
dimuat di Harian Kompas periode 1 Januari – 12 April 2014 seperti 
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Penilaian positif Penilaian negatif 
1 0 1 0 0 1 
2 0 1 0 0 1 
3 1 1 1 0 3 
4 0 1 1 0 2 
5 1 1 1 0 3 
6 0 1 1 0 2 
7 0 1 1 0 2 
8 1 1 1 0 3 
9 1 1 1 1 4 
10 0 1 1 0 2 
11 1 1 1 1 4 
12 1 1 1 0 3 
13 0 1 1 0 2 
14 0 1 1 0 2 
15 1 1 1 0 3 
16 0 1 0 0 1 
17 0 1 0 0 2 
18 0 1 1 0 2 
19 0 1 1 0 2 
20 0 1 1 0 2 
21 0 1 1 0 2 
22 1 0 0 0 1 
23 1 1 0 0 2 
24 0 1 1 0 2 
25 0 1 1 0 2 
26 0 1 1 0 2 
27 0 1 1 0 2 
28 0 1 1 0 2 
29 1 1 1 0 3 
30 0 1 1 0 2 
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4.4.  Pembahasan 
4.4.1.  Source Bias 
Dari total 31 berita di Harian Kompas selama 1 Januari hingga 12 
April 2014, hanya 10 (32%) berita yang mencantumkan dua sisi 
narasumber yang berbeda pendapat atau sedang bersengketa satu sama 
lain.  Sedangkan 68% berita yang dimuat dalam kurun waktu tersebut 
adalah satu sisi sehingga tidak memenuhi syarat keberimbangan dari 
indikator source bias (Gambar 4.1). 
Gambar 4.1. Prosentase Source Bias Dari Total Berita yang Diteliti 
 
 
Contoh berita yang hanya mencantumkan satu sisi narasumber 
adalah berita edisi 8 Januari 2014, yang berjudul “Menjaga Media 
Menjaga Pemilu”. 
Sekumpulan masyarakat Paralegal Pemilihan Umum, Jumat 
pekan lalu, mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu. Mereka 
melaporkan Partai Golongan Karya yang dianggap mencuri start 
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menggunakan frekuensi publik secara terus menerus untuk iklan 
politik. 
 
 Dalam berita tersebut diikatakan bahwa ada iklan dari parpol yang 
telah ditayangkan di televisi secara masif. Namun wartawan Harian 
Kompas sama sekali tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak pelanggar 
yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa berita tersebut hanya 
menampilkan pendapat dari satu sisi saja yaitu tentang terjadinya 
pelanggaran iklan oleh beberapa parpol, tanpa ada klarifikasi dari parpol 
tertuduh. 
Contoh berita lain yang hanya menggunakan satu sisi narasumber 
adalah edisi 1 April 2014, dengan judul “Komisioner KPU Bawa 4000 
Surat Suara” pada alinea kedua. 
Komisioner Badan Pengawas Pemilu Papua, Anugrah Pata, 
saat dihubungi melalui Kota Jayapura, Senin (31/3), membenarkan 
adanya kejadian yang terjadi pada 21 Maret itu. Tindakan Emaus 
ini diendus anggota Polres Puncak Jaya yang berjaga di kantor 
KPU daerah itu. “Aparat itu lalu melapor kepada anggota Panwaslu 
yang bernama Denio. Mereka lalu menggerebek kantor Sekretariat 
Partai Nasdem dan menemukan 4000 surat suara itu,” ujarnya. 
  
 Pada berita tersebut, wartawan Harian Kompas tidak melakukan 
wawancara langsung dengan pihak pelanggar yaitu Emaus. Aspek source 
bias dalam keberimbangan dilihat dari ketidak-seimbangan sumber berita 
yang dikutip dalam peliputan. Seharusnya, sumber berita yang dikutip 
memiliki tingkat atau derajat yang sama. Absennya salah satu sumber 
dalam berita akan membuat keberimbangan berita akan berkurang.  Oleh 
sebab itu berita edisi 1 April ini tak dapat memenuhi syarat 
keberimbangan dari indikator source bias. 
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Sedangkan contoh berita yang menggunakan dua sisi narasumber 
adalah berita edisi 17 Maret 2014 yang berjudul “KPAI Ingatkan Parpol 
Tidak Libatkan Anak”. Dalam berita tersebut disebutkan bahwa dari 
pantauan KPAI, pelibatan anak paling banyak terjadi dalam kampanye 
Partai Keadilan Sejahtera di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta. Dalam 
berita ini juga terdapat pendapat dari Sekretaris Jendral PKS, Taufik 
Ridho, menyikapi hal yang diungkapkan oleh KPAI. 
Sekretaris Jendral PKS Taufik Ridho mengatakan, anak-anak itu 
dibawa karena orang tua mereka mengikuti kampanye. “Anak-anak ini 
umumnya tidak ada yang menjaga di rumah, jadi dibawa oleh orang tua 
mereka,” tutur dia. 
 
Berita ini memenuhi syarat keberimbangan dari indikator source bias 
karena mencantumkan pendapat dari dua sisi narasumber yang 
berlawanan. 
Contoh berita lain yang menggunakan dua sisi narasumber adalah 
berita edisi 7 April 2014, dengan judul “PNS Diduga Turut Memenangkan 
Caleg”. 
LANGGUR, KOMPAS – Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku 
Tenggara sedang memproses pelanggaran pemilu yang diduga 
melibatkan oknum pegawai negeri sipil di kabupaten dan 
kecamatan di daerah itu. Beberapa pegawai negeri sipil di daerah 
itu, dengan sejumlah cara, diduga telah berusaha memenangkan 
Edison Betaubun, calon anggota DPR dari daerah tersebut. 
“Kami sedang mendalami laporan itu dan memanggil sejumlah 
saksi. Edinson Betaubun kami nilai tidak kooperatif karena selalu 
mangkir dari panggilan kami,” kata Ketua Pengawas Pemilu Maluku 
Tenggara Maksimus Lefteuw, di Langgur, Minggu (6/4). 
Kasus ini diduga diketahui Bupati Maluku Tenggara Anderias 
Rentaubun. Anderias masih berstatus pegawai negeri sipil. Dalam 
pilkada daerah, Anderias diusung Partai Golkar. Informasi yang 
dihimpun Kompas, Anderias diduga mempunyai kedekatan dengan 
Edison. Oleh karena itu, Anderias memanfaatkan birokrasi untuk 
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memenangkan Edison, calon dari partai pendukung Anderias saat 
pilkada. 
Namun, Anderias membantah tuduhan itu. “Semua informasi itu 
tidak benar. Birokrasi dilarang terlibat dalam politik praktis. Saat 
sosialisasi itu tidak ada atribut partai, tidak ada pembagian stiker. 
Semua itu bohong,” ujar Anderias saat dihubungi. 
 
Berita di atas memuat pendapat dari dua narasumber dari pihak-
pihak yang berbeda pendapat. Tampak bahwa wartawan Harian Kompas 
melakukan cek dan ricek kepada pihak tertuduh, yaitu Bupati Maluku 
Tenggara, Anderias Rentaubun, untuk mengecek kebenaran informasi 
yang sebelumnya didapatkan oleh wartawan Harian Kompas. Oleh karena 
itu berita tanggal 7 April 2014 ini bisa dikatakan berita yang seimbang dari 
indikator source bias. 
4.4.2.  Slant 
 
Dari total 31 berita di Harian Kompas selama 1 Januari hingga 12 
April 2014, kebanyakan berita tidak mencantumkan penilaian positif atau 
negatif dari wartawan. Berita dalam Harian Kompas selama kurun waktu 
tersebut,  26 berita (84%) dapat memenuhi syarat keberimbangan untuk 
indikator slant karena tidak memuat penilaian positif maupun penilaian 
negatif dari wartawan. Sedangkan ada empat berita (13%) mengandung 
penilaian negatif dari wartawan dan satu berita  (3%)  mengandung 
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Contoh berita yang mengandung penilaian positif ada pada edisi 
Sabtu, 5 April 2014. Di dalam berita tersebut wartawan Harian Kompas 
memberikan pujian terhadap kinerja KPU. 
 
“KPU juga sudah berusaha memasukkan penyandang disabilitas jenis apa 
pun untuk tetap masuk dalam daftar pemilih tetap.” 
 
Contoh berita yang mengandung penilaian negatif ada pada edisi 
Sabtu, 5 April 2014. Di dalam berita tersebut wartawan Harian Kompas 
memberikan kritik terhadap kekurangan UU Pemilu. 
 
“Sayangnya, UU Pemilu tidak menyebut secara eksplisit bahwa 
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 Contoh lain berita yang mengandung penilaian negatif dari 
wartawan terdapat pada edisi 7 April 2014, yang berjudul “PNS Diduga 
Ikut Memenangkan Caleg”. 
 Namun Edison belum pernah memenuhi panggilan Panwas. Sikap Edison 
yang tidak kooperatif menghambat penanganan kasus tersebut. 
 
 Kritikan terhadap Edison sebagai tindakan tidak kooperatif tersebut 
merupakan penilaian wartawan, bukan dari kutipan narasumber. Oleh 
karena itu berita tersebut dapat dikatakan berita yang Slant. 
 
4.4.3.  Representasi Pro-Kontra 
 
Pada berita kasus pelanggaran Pileg 2014 di Harian Kompas, 
ditemukan banyak berita (90%) yang tidak menyajikan keberimbangan 
dalam pemberian porsi alinea representasi pro dan kontra (Gambar 4.3). 
Hanya tiga berita (10%) dari total keseluruhan 31 berita, yang dapat 
menyajikan keberimbangan dalam indikator representasi pro-kontra dari 
segi jumlah alinea (Gambar 4.3). 
Salah satu berita yang dapat menyajikan representasi pro-kontra 
secara berimbang adalah pada edisi 17 Maret 2014, yang berjudul “Hak 
Pilih Tunanetra Tak Tersalur Maksimal”.  Dalam berita tersebut, wartawan 
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Kutipan berita yang menunjukkan representasi pihak pro adalah sebagai 
berikut : 
“Regulasi hanya mengatur pembuatan template untuk surat suara 
pemilihan anggota DPD dan DPR RI. Akibatnya, tidak ada anggaran untuk 
pembuatan template untuk suara anggota DPRD,” kata Ketua Komisi 
Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Wawan Budianto dalam acara Simulasi 
Pemilu untuk Penyandang Disabilitas, di Kantor KPU Kota Yogyakarta, 
Minggu (16/3). 
Untuk membantu penyandang tunanetra memberikan suara, menurut 
Wawan, di setiap TPS disiapkan satu petugas Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara guna mendampingi mereka. 
Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan 
Masyarakat KPU Kota Yogyakarta, Sri Surani, mengatakan, apa pun 
kesulitan penyandang disabilitas pada pemilu mendatang harus 
difasilitasi. Hal tersebut karena mereka memiliki hak yang sama sebagai 
warga negara dalam pemilu. 
Kutipan berita yang menunjukkan representasi pihak kontra adalah 
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Ngadiyo, salah satu peserta simulasi pengguna kursi roda, mengatakan, 
ruang di belakang bilik TPS hendaknya lebar sehingga dapat dilewati kursi 
roda dengan mudah. Menurut dia, bilik TPS yang disediakan juga kurang 
lebar sehingga surat suara tidak dapat dibentangkan dengan maksimal. 
Bendahara Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Wilayah DI 
Yogyakarta Zaenuddin berpendapat, idealnya, pendamping bagi tunanetra 
minimal dua orang dan harus bersifat netral sehingga potensi kecurangan 
dapat dikurangi. 
Keterbatasan template, menurut Zaenuddin, membuat hak pilih 
penyandang tunanetra tidak dapat tersalur dengan maksimal. 
Keterbatasan template membuatnya berencana hanya akan mencoblos 
lambang partai pada surat suara pemilihan anggota DPRD pada pemilu 
mendatang. “Asal nyoblos (lambang partai), pasti dapat. Intinya untuk 
menghindari golput,” ujarnya. 
Ketidakseimbangan pemberitaan acap kali ditemui pada berita-
berita kontroversial atau berita-berita yang mengandung muatan pro dan 
kontra.  Masing-masing pihak tentu memiliki pendapat dan 
argumentasinya masing-masing yang dianggap benar. Tugas wartawan 
bukanlah mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan 
menyajikan perbedaan pendapat tersebut apa adanya (Rahayu, 2006 : 
23). 
Sebenarnya Harian Kompas cukup banyak menyajikan berita kasus 
pelanggaran Pileg 2014 dengan dua sisi narasumber. Namun Harian 
Kompas tidak cukup seimbang ketika memberikan porsi alinea untuk 
narasumber pro dan narasumber kontra. Sedangkan untuk indikator slant, 
wartawan Harian Kompas cenderung tidak memberikan penilaian positif 
dan negatif, sehingga tingkat keberimbangan berita bisa menjadi lebih 
tinggi. 
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4.4.4.  Keberimbangan Berita Pelanggaran Pileg 2014 
 Dari keseluruhan berita pelanggaran Pileg 2014 yang dimuat dalam 
Harian Kompas periode 1 Januari – 12 April 2014 seperti pada tabel 4.38. 
Tabel 4.38. Keberimbangan Semua Berita Pelanggaran Pileg 2014 
Skor 0 1 2 3 4 
Makna 
buruk 
sekali buruk cukup baik 
Sangat 
baik 
Jml berita 0 5 18 6 2 
Prosentase 0 16.13 58.07 19.35 6.45 
 
 Dari 31 berita pelanggaran Pileg 2014, paling banyak (58,07%) 
termasuk dalam kategori cukup berimbang. Tidak ada berita (0%) yang 
termasuk dalam kategori buruk sekali. Ada 5 berita (16,13%) yang 
termasuk dalam kategori keberimbangan buruk. Sebaliknya ada berita 















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Penelitian ini adalah tentang keberimbangan berita pelanggaran 
selama Pileg 2014 yang dimuat di Harian Kompas periode 1 Januari-12 
April 2014 yang didasarkan pada perundang-undangan yaitu UU no 8 
tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 99 yang 
berbunyi Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil 
dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk 
pemasangan iklan Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu. 
 
5.1. Kesimpulan 
Harian Kompas menyajikan berita kasus pelanggaran Pileg 2014 
periode 1 Januari - 12 April 2014 sebanyak 31 berita. Berita dengan dua 
sisi narasumber prosentasenya hanya sebesar 32%. Harian Kompas juga 
tidak cukup berimbang ketika memberikan porsi alinea untuk narasumber 
pro dan narasumber kontra, 90% berita tidak memenuhi indikator 
representasi pro-kontra. Sedangkan untuk indikator slant, wartawan 
Harian Kompas cenderung tidak memberikan penilaian positif dan negatif, 
sehingga tingkat keberimbangan berita bisa menjadi lebih tinggi. Ada 84% 
berita berimbang dari indikator slant.  
Dari 31 berita pelanggaran Pileg 2014, paling banyak (58,07%) 
termasuk dalam kategori cukup berimbang. Tidak ada berita (0%) yang 
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termasuk dalam kategori buruk sekali. Ada 5 berita (16,13%) yang 
termasuk dalam kategori keberimbangan buruk. Sebaliknya ada berita 




 Dari hasil penelitian ini disarankan bagi Harian Kompas agar lebih 
melakukan cek dan ricek terhadap narasumber yang berlawanan 
sehingga tidak terjadi source bias. Harian Kompas juga perlu memberikan 
porsi ruang yang sama kepada pihak-pihak yang berseteru dalam bentuk 
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Lampiran 1. PROTOKOL LEMBAR CODING 
 
Keberimbangan Berita Pelanggaran Pemilu 
Legislatif 2014 di Surat Kabar Harian Kompas 
(Analisis isi kuantitatif) 
 
Berita 
Topik yang dibahas dalam penelitian ini hanya berita pelanggaran pemilu 
saja, yang dimuat di halaman khusus pemilu (suplemen) “Indonesia Satu” 
di SKH Kompas selama masa kampanye terbuka yaitu dari tanggal 16 
Maret – 5 April 2014. Penelitian ini tidak menyertakan artikel di luar berita, 
seperti iklan atau advetorial yang berhubungan dengan partai politik, 




Bacalah berita pada surat kabar dengan teliti. Bacalah juga petunjuk 
pengisian ini agar Anda dapat menempatkan berita dalam kategori yang 
tepat. Setelah itu, isilah lembar coding dengan melingkari pada pilihan 
jawaban yang sesuai, pada kolom yang telah disediakan. 
 
Q1. Source Bias 
Source bias dalam berita lebih mengarah pada tipe peliputan yang 
digunakan oleh wartawan dan ditampilkan dalam berita. 
Satu Sisi : Jika wartawan hanya mengumpulkan informasi, fakta, dan 
rujukan dari narasumber yang  memiliki pandangan yang sama 
ataupun memperkuat pandangan yang sudah ada.  
Narasumber dapat dipahami sebagai perseorangan, lembaga, 
dokumen serta sumber yang tak tak ingin namanya disebutkan 
(blind source). 
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Dua Sisi : Jika wartawan juga mengumpulkan informasi, fakta, dan rujukan 
dari narasumber yang memiliki pandangan yang sama dan 
narasumber yang memiliki pandangan berbeda. Artinya, 
wartawan tidak hanya memuat satu sisi pandangan dalam 
berita tetapi juga memuat pandangan dari pihak yang 
berseberangan. Hal ini juga bisa dilihat dari usaha cek dan 
ricek yang dilakukan oleh wartawan dalam peliputannya. 
Catatan :  
Berita dikatakan berimbang bila memenuhi kriteria dua sisi. 
 
Q2. Slant 
Slant dalam berita merujuk pada kecenderungan media dalam 
menyampaikan penilaian positif dan penilaian negatif  dalam berita. 
Penilaian Positif :  Jika wartawan  memberikan apresiasi positif 
dalam bentuk pujian atau dukungan atas 
kinerja, kasus, ataupun orang tertentu dalam 
berita 
Penilaian negatif   :  Jika wartawan memberikan nilai yang kurang 
memuaskan, dalam bentuk  kritikan atau 
celaan, atas kinerja, kasus, ataupun orang 
tertentu dalam berita 
Catatan : 
Berita dikatakan berimbang bila mengandung penilaian positif dan negatif 
 
Q3. Representasi Pro dan Kontra 
Kesamaan porsi yang diberikan wartawan kepada pihak pro dan 
pihak kontra terhadap suatu perihal tertentu, dilihat dari jumlah alinea 
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(a) Sama :  
Jika porsi yang diberikan wartawan relatif sama. Hal ini bisa dilihat 
dari berapa banyak jumlah alinea yang diakomodasikan bagi pihak 
yang memiliki pandangan pro maupun pihak yang memiliki 
pandangan kontra. Jika dikuantifikasi, maka peneliti menetapkan 
ukuran kesamaan porsi berdasarkan jumlah yang sama banyak 
antar alinea yang diakomodasikan untuk kedua pihak, yaitu (1:1, 
2:2, 3:3, dan seterusnya).  
 
      (b) Tidak Sama : 
Jika porsi yang diberikan wartawan relatif tidak sama. Hal ini bisa 
dilihat dari berapa banyak perbedaan alinea yang diakomodasikan 
bagi pihak yang pro maupun pihak yang kontra.  
 
Catatan : 
Berita dikatakan berimbang bila memberi porsi yang sama pada pihak 
yang pro dan pihak yang kontra. 
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Lampiran 2. Lembar coding 
 
 
Keberimbangan Berita Pelanggaran Pemilu 
Legislatif 2014 di Surat Kabar Harian Kompas 
(Analisis isi kuantitatif) 
 
Nomor Identitas Coder  : 
Nama Surat Kabar   : Kompas 
Edisi / Hari – Tanggal  : 
Judul Berita    : 
 
1. Source Bias 
Sisi peliputan yang digunakan dalam berita 
a. Satu Sisi 
b. Dua Sisi 
 
2. Adakah penilaian positif oleh wartawan KOMPAS dalam berita 
a. Ada 
b. Tidak Ada 
Adakah penilaian negatif oleh wartawan KOMPAS dalam berita 
a. Ada 
b. Tidak Ada 
 
3. Representasi Pro dan Kontra 
Kesamaan porsi yang diberikan wartawan kepada pihak pro dan 
pihak kontra terhadap suatu hal tertentu. 
a. Sama 
b. Tidak sama 
 
 








Lampiran 3. Berita Yang diteliti 
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